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BAB I

TINJAUAN PERBANDINGAN
STANDBY LETTER OF CREDIT DENGAN BANK GARANSI
DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

1. Mekanisme Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan tarnasional
1.1. Letter Of Credit
Letter of Credit(L/C) janji membayar dari bank penerbisguing bank

kepada eksportir beneficiary senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi
persyaratan L/G* Persyaratan L/C persyaratan adalah persyaratanpder
pemenuhan dokumen —dokumen yang dinyatakan dal&@n ddik secara fisik
maupun isi dokumen. Pemikiran yang melatar belakpegggunaan L/C adalah
terjaminnya pembayaran kepada eksportir dan tenayai pemenuhan dokumen
untuk kepentingan importir sesuai dengan ketentUemform Customs and
Practice for Documentary CreditdJCP) dengan tetap memperhatikan hukum
nasional.

L/C melibatkan para pihak yang terdiri atas imgpregksportir, bank
penerbit dan bank koresponden. Namun L/C adalatrd&omantara bank penerbit
dan eksportif> Dalam pelaksanaan L/C, bank hanya berurusan dedmjamen,
tidak dengan transaksi barang, jasa atau pelaksaaaaya. L/C juga merupakan
kontrak yang independen terhadap kontrak terkaersiekontrak jual beli.

Transaksi L/C melibatkan minimal empat macam kdntyang berdiri
sendiri atas kontrak jual beli, kontrak penerbit#@, L/C dan kontrak keagenan.
Masing —masing kontrak secara bisnis saling terksmun secara ketentuan
saling terpisafi® Prinsip pemisahan kontrak ini diperlukan demiakearan

pelaksanaan L/C itu sendiri. Pelaksanaan L/C tiolalieh dikaitkan dengan tiga

2 pT Bank Central Asia Pusdikla®erdagangan Internasiona(Jakarta : Pusdiklat BCA
Kantor Pusat, 1998), hal. 12.

% gyafrudin,Guaranty, Rules, Type of Product, Mechanism, $tandC & BankGaransi
(Makalah disampaikan pada pelatihan karyawan PT B®R. Jakarta, Puncak — Bogor, 27
November 2008), hal. 14.

% bid.
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kontrak lainnya karena apabila dikaitkan akan mengtat pelaksanaan L/C
tersebut. Hakikat L/C adalah perwujudan pembayatas dasar penyerahan
dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Hakikdtak penjualan adalah
realisasi jual beli secara aktual. Hakikat kontrpknerbitan L/C adalah

perwujudan pemberian fasilitas kredit dari bank gvbit kepada pemohon
(applicant). Akhirnya, hakikat kontrak keagenanlalgerwujudan pelaksanaan
instruksi bank penerbit oleh bank koresponden. dikesing —masing kontrak
saling dikaitkan, maka dalam pelaksanaannya akajadie perbenturan

kepentingan antara sesama kontrak. Perbenturan ntikegen dapat

mengakibatkan terhambat atau gagalnya pelaksan@an L

Kelebihan transaksi perdagangan internasional denggtode pembayaran
L/C adalah bahwa importir dijamin memperoleh dokonyang sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan dalam L/C setelelakukan pembayaran,
sedang bagi eksportir dijamin memperoleh pembayatan bank penerbit
sepanjang dapat mengajukan dokumen yang sesuaiarmepersyaratan dan
kondisi L/C?’

Dalam pelaksanaannya, L/C pada umumnya tunduk deph&CP, yang
merupakan ketentuan L/C yang berlaku unive?$alarena bukan merupakan
produk hukum, maka pemberlakuan UCP dilaksanaka&araesukarela yang
didasarkan pada kesepakatan bank penerbit danréksmg dinyatakan dalam
L/C.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/34/Ukdhggal 17
Desember 1993 mengatur cara pemberlakuan UCP. dRéatbahwa, L/C yang
diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia dapadtk atau tidak pada UCP
Namun, secara tersirat Bl menghendaki agar UCPrldigkan terhadap setiap

2" Opcit, hal.16.

% UCP yang berlaku saat ini adalamiform Customs and Practice for Documentary
Credits 1993 Revision, ICC Publication Nomor 500, sering disingkat sebagai UCP 500. Akan
tetapi mulai tanggal 1 Juli 2007 berlaku UCP 600.

% pPengaturan yang bersifat pilihan yang demikiandibuat agar secara formal Bl tidak
memaksakan bahwa L/C harus tunduk pada UCP meridilgfa bukan produk hukum.
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L/C yang diterbitkan bank di Indonesia demi kesamagn pelaksanaan L/C
secara universal.

Khusus untuk transaksi jual beli domestik di Indoag pembayarannya
dapat menggunakan metode L/C Dalam Negeri. L/ICDa@@geri ini dinamakan
juga L/C Lokal, L/C Domestik atau L/C antar Pulaaamun sebutan resminya
adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBBMhg diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/6/PBI/20@Btdng Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (PBI SKBDR.

Ketentuan SKBDN yang menjadi materi aturan PBI SKBfada dasarnya
diambil alih dari ketentuan UCP 500 yang disesuaitengan kondisi Indonesia.
Berbeda dengan UCP 500, PBI SKBDN merupakan prddikum yang wajib
diikuti perbankan dan dunia usaha dalam pelaksas4&@BDN. Menurut PBI
SKBDN, SKBDN digunakan untuk transaksi dalam negehingga semua pihak
dan perpindahan barang dilakukan di dalam négeri.

1.2. Non Letter Of Credit
Metode pembayaran non (L/@@rdiri atas Advance Payment, Collection,

Open Account dan Consignment, dengan penjelasayaeberikut :
1.2.1Advance Payment

Advance Paymergdalah pembayaran yang dilakukan oleh importeadep
eksportir sebelum barang dikapalkan. Kesepakatara gagembayaran ini
dicantumkan dalam kontrak jual beli antara ekspden importir.

Advance Paymerdgebagai metode pembayaran perdagangan interniasiona
merupakan metode pembayaran dalam hal mana petaltsapembayaran
(paymenk sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak jualybely dilakukan di
muka pembeli fuye) sebelum penjualséller) melakukan pengiriman barang
kepada pembeli.

Pembayaran dilakukan di depan, sementara pengirirtsmpment

%0 Abdulkadir MuhammadHukum Dagang tentang Surat — Surat BerhafBandung : PT
Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 275.

31 1bid, hal. 276.
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dilakukan beberapa waktu kemudian setelah tanggaibpyaran atau sesuai
dengan kesepakatan lainnya antara penjual dan fiembe

BiasanyaAdvance Paymerttanya dilakukan untuk transaksi yang nilainya
tidak besar, atau jika pembeli (importer) sangatgga kepada penjual (eksportir)
dan sudah saling mengenal, atau jika importir samganbutuhkan suatu barang
sedangkan eksportir lain tidak atfa.

Dasar pelaksanaamdvance Paymentadalah kontrak jual beli dan
pelaksanaamdvance Paymenpada umumnya dilakukan melalui bank. Bank
berfungsi sebagai institusi pelaksanaan pembay&aam pelaksanaafdvance
Payment peranan bank adalah hanya sebagai lembaga peraBank tidak
memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan permabay dengan menggunakan
dana bank sendiri.

Advance Paymerielum memiliki ketentuan internasional. Pelaksanga
didasarkan pada kebiasaan internasional . Untulerkem Indonesia, Bl juga
belum mengatuAdvance Paymerdalam negeri. PelaksanaAdvance Payment
jika ada didasarkan pada kebiasaan praktik perlmaimkkbnesia.

Advance Paymensebagai metode pembayaran perdagangan internlasiona
menguntungkan penjual. Pelaksanaan pembayAdarance Paymenmenjual
tanggung jawab pembeli secara langsung kepada geijank tidak memiliki
tanggung jawab pembayaran, melainkan hanya merkgdigasanya untuk
kelancaran pelaksanaan kontrak jual beli antarpupedan pembeli.

Bagi pembeliAdvance Paymenerlu dilakukan dengan pertimbangan yang
mendalam dan komprehensif mengingat potensi regétg didapat. Penjual
mungkin tidak mengirim atau tidak dapat mengirinrdog kepada pembeli

sebagaimana telah disepakati dalam kontrak jual bel

1.2.2Collection

Collection sebagai metode pembayaran perdagangan interniasiona

32 Gunawan Widjaja dan dan Ahmad Yahiansaksi Bisnis Internasional (Ekspor-lmpor &
Imbal Beli) (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hal. 94.

Universitas Indonesia
Tinjauan perbandingan..., P Adi Kumara, FH Ul, 2010



17

merupakan metode pembayaran dengan cara pergeten( selaku drawer’
melakukan penagihan pembayargrayiment kepada pembelib(yen selaku
drawee atas pembayaran harga barang yang telah dilakylesgirimannya
(shipmeny oleh penjual kepada pembeli. Penagihan pembayaspada pembeli
dilakukan dengan penyerahan dokumen pengapalam&gEanbeli. Pelaksanaan
penyerahan dokumen pengapalan kepada pembeli ditangleh bank
berdasarkan instruksi penjual dan hak milik atasig yang dikirim masih atas
nama penjual, begitu juga dengan dokumen —dokuraeg gikirimkan kepada
pembeli melalui bank juga masih atas nama pengelum terjadi peralihan hak
milik atas barang dari penjual kepada pembeli.

Collection dilakukan dengan pengiriman dan penagihan dokuekspor
oleh eksportir kepada importir menggunakan jasek hamuk pelaksanaannya.
Collection terdiri atas documentary collectign yaitu pengiriman dokumen
komersial dan wesel untuk ditagihkan kepada impdenclean (bill) collection
yaitu pengiriman wes#&! untuk ditagihkan kepada importir.

Dalam haldocumentary collectignsesuai dengan kesepakatan penjual dan
pembeli dapat dilaksanakan dengan daosauments against Payme(i?/P) atau
Documents against Acceptance (D/Aalam pelaksanaaDocuments against
Payment penyerahan dokumen pengapalan kepada pembedukida oleh bank
setelah pembeli melakukan pembayaran harga barapgdi& penjual melalui
bank. Dilihat dari waktu pembayaraBocuments against Paymenterupakan
pembayaranby sight payment SementaraDocuments against Acceptance
penyerahan dokumen pengapalan kepada pembeli kilakaleh bank setelah
pembeli atau bank pembeli membubuhkan akseptagaga bill of exchange

yang diterbitkan oleh penjual. Dilihat dari waktenpbayaranDocuments against

% Drawer dinamakan jugaricipal

3 Menurut ketentuan dalam pasal 100 KUH Dagang dirsyarat — syarat formal sepucuk
surat wesel, atas dasar pasal ini dapat disimpudkdva surat wesel adalah surat yang memuat
kata wesel yang diterbitkan pada tanggal dan tempatentu, dengan mana penerbit
memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut unarkbayar sejumlah uang tertentu kepada
pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan téentattu.
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Acceptancéni merupakan pembayaréy acceptancd

Metode Collection telah memiliki ketentuan internasional, yakuniform
Rules for Collections, 1995 Revision, Internasior@hamber of Commerce
Publication Nomor 522(URC). Sebagaimana halnya UCP, URC juga bukan
merupakan produk hukum. URC bertujuan menciptakaesetagaman
pelaksanaarCollection secara internasional. Sebagaimana UCP, pembenakua
URC juga bersifat sukarela dalam arti didasarkategeesepakatan eksportir dan
bank pengirim. Pemberlakuan URC dinyatakan dataitection instructiondari
eksportir kepada bank pengirim. Berbeda dengan BCBelum mengatur cara
pemberlakuan URC. Selain itu, berbeda dengan mekd@e Bl juga belum
memprakarsai penyusunan ketentuan komprehensifenanghetod€ollection

Tidak seperti SKBDN, Bl juga belum mengatur metd@dlection dalam
negeri. Dalam praktikCollection di Indonesia, ada bank yang menyatakan
Collection yang dilakukannya tunduk pada URC nanagia juga bank yang
melaksanakanCollection tidak tunduk pada URC, melainkan berdasarkan
kebiasaan praktik perbankan Indonesia. Hal demikian mengakibatkan
pelaksanaan metod€ollection dalam negeri tidak seragam dan juga tidak
memiliki kepastian hukum seperti halnya metode SKBD

Sebagai metode pembayaran perdagangan internasi@Qudllection
menguntungkan pembeli. Dalam pelaksan@afiection penagihan pembayaran
harga barang kepada pembeli menjadi tanggung japeafjual. Bank tidak
memiliki tanggung jawab pembayaran dalam pelaksa@adlection melainkan
hanya menyediakan jasanya untuk kelancaran pelaksgnal beli antara penjual
dan pembeli.

Collection merupakan jalan tengah antafalvance Paymentlan Open
Account Dalam pelaksanaan metode natter of Credit Collectionadalahwin —

win solutionbagi penjual dan pembeli.

% PT Bank Central Asia, Divisi Latihan dan Pengengaam Pengetahuan Operasional
Ekspor Impoy (Jakarta : Divisi Latihan dan Pengembangan BCAt&aPusat, Maret 2002), hal.
IV-4/11.
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1.2.30pen Account

Open Account kebalikan dari Advance Paymentmerupakan metode
pembayaran perdagangan internasional dengan cajaapéseller) melakukan
pengiriman barangshipment dan dokumen —dokumen yang mewakili barang
terlebih dahulu dikirimkan kepada pembeli dengamipsyaran gaymeny oleh
pembeli kepada penjual dilakukan beberapa waktwkiéan. Pengiriman barang,
termasuk dokumen, dilakukan di muka sementara pganda harga barang
dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepagatgual dan pembeli.

Dasar pelaksanaa®pen Account adalah kontrak jual beli. Dalam
pelaksanaa®pen Accountperanan bank hanya sebagai institusi perantdtek un
melaksanakan instruksi pembeli berupa pengirimambagaran harga barang
kepada penjual. Paddpen Accountbank melaksanakan pengiriman pembayaran
harga barang kepada penjual sesuai permintaan fiembe

Dalam Open Accounteksportir dan importir sepakat bahwa penyelesaian
pembayaran jual beli di antara keduanya akan dipedkan dalam pembukuan
masing —masing atau importir akan melunasi pembayaada tanggal yang
disepakati. Kesepakatan penggun&pen Accountlicantumkan dalam kontrak
jual beli antara eksportir dan importir. Dokumemmaysial dikirim langsung oleh
eksportir kepada importir agar dapat mengambil igusetelah tiba di pelabuhan
tujuan negara importif

MetodeOpen Accounbelum memiliki ketentuan internasional. Pelaksanaa
metodeOpen Accoundidasarkan pada kebiasaan internasional. Demikiga
khusus untuk kebutuhan di Indonesia, Bl belum memgaetodeOpen Account
dalam negeri. Pelaksanaannya juga didasarkan pakiekpgperbankan Indonesia.

Open Accountsebagai metode pembayaran perdagangan interniasiona
menguntungkan pembelibygyel). Pelaksanaan pembayaradpen Account
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli kepadgugle Bank tidak
memiliki tanggung jawab pembayaran, melainkan hamgmyediakan jasanya

% Gunawan Widjaja dan dan Ahmad YaBpcit, hal. 94.
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untuk kelancaran pelaksanaan kontrak jual belirarganjual dan pembeli.

Bagi penjual, pelaksanaarOpen Account perlu dikalukan dengan
pertimbangan yang mendalam dan komprehensif meagimgtensi resiko yang
dapat menimpa penjual. Pembeli mungkin tidak melalikan pembayaran harga
barang kepada pembeli sebagaimana telah disepddiatn kontrak jual beli.
Open Accounpaling disukai oleh pembeli, namun paling tidagutliai oleh pihak

penjual.

1.2.4Consignment

Consignment sebagai metode pembayaran perdagangan interabsion
merupakan metode pembayaran dengan cara pesgiin( sebagaiconsignor
melakukan pengiriman barangsh{pment kepada pembeli bye) sebagai
consigneedengan status barang sebagai barang titipan yeang ditindaklanjuti
dengan penjualan kembalie§elling oleh pembeli kepada pihak ketiggnifd
party). Barang hanya dititipkan oleh penjual kepada paimh luar negeri untuk
dijual kepada pihak lainnya. Pembayaran harga lpacdeh pembeliitnportir)
kepada penjual eksporti) dilakukan setelah barang terjual. Penjual masih
merupakan pemegang hak milik atas barang yangirdikkepada pembeli. Jual
beli sesungguhnya belum terjadi, sebelum pembeailhas# menjual kembali
barang yang ia terima dari penjual dan pembayagpada penjual baru dilakukan
oleh pembeli setelah ia menerima harga pembayaasant dari pihak ketiga
selaku pembeli yang sesungguhnya.

Guna mengurangi resiko, eksportir dapat menggungiksa bank untuk
pengiriman dokumen komersial dan penggunaan lhasaled warehousentuk
tempat penitipan barang sampai terjual. Kepada bpeRkgirim, dokumen
komersial diminta agar bank korespondennya di lnageri menyerahkan
dokumen komersial kepaddonded warehousedan meminta resi gudang
(warehouse receiptlaribonded warehouse

Ketika berhasil menjual barang, importer menyerahg@mbayaran kepada
bank koresponden untuk ditransfer kepada ekspBaitk koresponden kemudian

menyerahkarDelivery Instructionkepada importir untuk mengambil barang dari
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bounded warehous®

Consignment belum memiliki ketentuan internasional, sehingga
pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan intamabdintuk keperluan dalam
negeri, Bl juga belum mengaturnya sehingga pelaeaaya juga berdasarkan
praktek perbankan Indonesia.

Mengingat metode pembayar&onsignmentdilaksanakan dalam kondisi
belum terlaksananya jual beli yang sesungguhny&ameetode pembayaran ini
tidak begitu diminati terutama oleh penjual. DalaelaksanaarConsignment
bagi penjual belum ada kepastian pembayaran at@s lterang yang dikirim
kepada pembeli. Bila dibandingkan dengan metodebpgaran lainnya, bagi
penjual ketidakpastian pembayaran tertinggi adalddlam pelaksanaan

Consignment®

1.2.5 Barter

Barter merupakan cara yang paling tradisional diak manusia untuk
memenuhi kebutuhannya. Karena keterbatasan baeangasa yang dimiliki dan
diproduksi manusia, maka manusia melakukan perinkbarang dan jasa untuk
memenuhi semua kebutuhannya. Barter, sebagai mpémadleayaran perdagangan
internasional adalah cara pengiriman barang argaraedengan cara barang
ditukar dengan barang secara langsung dan tidagumegan mata uang.

Dalam suatu ekspor impor, barter merupakan tukarukes barang antara
eksportir dengan importir. Baik importir maupurspértir tidak ada kewajiban
untuk membayar sejumlah uang. Barang yang dibardartidak dinilai dengan
sejumlah uang, tetapi dinilai dengan lain yang ggap sama nilainya. Dalam
barter diperlukan pengetahuan tentang nilai basemy akan ditukar agar tidak
mengalami kerugiar’

Walaupun kelihatannya sederhana, penggunaan baréeniliki banyak

37 Syarif Arbi, Petunjuk Praktis Perdagangan Luar NegéYogyakarta : BPFE, 2007),
hal. 290

%% |bid. hal. 289.

%9 Gunawan Widjaja dan dan Ahmad YaBipcit, hal. 94., hal. 117.
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kesulitan dan kelemahan, yaitu misalnya barang ydmgliki belum tentu

dibutuhkan oleh Negara lain dan sebaliknya. Kendala seperti kualitas,
spesifikasi dan standar tertentu yang diinginkaring menjadi penghalang
tertentu yang diiginkan sering terjadi penghalaagdy.

Disisi lainnya barter juga mempunyai nilai posityaitu dapat dijadikan
alternatif untuk melakukan ekspor impor dalam kenkelangkaan devisa seperti
saat ini. Barter dapat dijadikan alat pembayardanddransaksi perdagangan luar
negeri yang berkaitan dengan adanya kebutuhanikemgintuk membeli suatu
barang dan disisi lainnya juga berkeinginan untukmasarkan produk negara
sendiri yang sulit dijual.

2. Letter of Credit Sebagai Sarana Pembayaran Dalam Tansaksi
Internasional

2.1. Letter Of Credittada Umumnya
Letter of Credit(L/C) merupakan suatu instrumen perbankan yang sangat

penting, khususnya dalam perdagangan internasigenad digunakan sebagai

sarana untuk memudahkan penyelesaian utang pitftang.

Pada dasarnya L/C digunakan untuk membiayai korpgeakbelian barang
jarak jauh (antar negara) yang dilakukan oleh pdintza penjual yang belum
saling mengenal dengan baik Menurut CFG Sunaryatiddo, dikatakan bahwa :

"Secara harafiah L/C dapat diterjemahkan sebageait$iutang atau Surat
Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya éih Imerupakan suatu
janji akan dilakukannya pembayaran, apabila daglaeterpenuhi syarat —
syarat tertentu”.

Sementara itu, UCP 600 menjelaskan pengertradit (L/C) yang termuat di
dalam Artikel 2, yang mengatakan bahwa :

"Credit means any arrangement, however named orcrilesd, that is

0 Amir MS, Letter of Credit Pembahasan Khusus UCP 600 dandbtar/G (Jakarta :
PPM, 2009), hal.1.
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irrevocable and thereby constitutes a definite utadeéng of the issuing

bank honour a complying presentation.

Honour means ;

a. to pay at sight if the credit is available by siglatyment

b. to incur a deferred payment undertaking and pagnaturity if the credit
is available by deferred payment.

c. to accept a bill of exchange ('draft”) drawn by theneficiary and pay
at maturity if the credit is available by acceptanc

Issuing bank means the bank that issues a credith@trequest of an
applicant or on its own behalf.”

Dari kalimat — kalimat diatas dapat disimpulkanraga®

a. Setiap bentuk perikatan menerbitkan perjanjiangyarana penerbitan
tersebut atas permintaan dari pemoltapplicant) atau atas kehendak
sendiri dari bank penerbitissuing bank)

b. Janji tersebut tidak dapat ditarik kembali dan ipasdin terpenuhi.
c. Janji tersebut adalah janji membayar.

d. Syarat pembayaran adalah complying presentatiortu y@okumen
dokumen yang diajukan harus sesuai dengan syaratkoladisi L/C
tersebut( "Complying presentation means a presentation tigtin
accordance with the terms and conditions of thalitrehe applicable
provisions of these rules and international stamdanking practice”)

Sedangkan membayar berarti :

a. Membayar atas unjuk jika L/C tersedia berdasarlkankayaran atas

unjuk.

b. Menjamin akan melakukan pembayaran yang ditanggutka akan
membayar pada saat jatuh tempo jika L/C tersediaasarkan

pembayaran yang ditangguhkan.

c. Mengaksepbill of exchange(draft, wesel) yang ditaribeneficiary

“1 Huala Adolf,Hukum Perdagangan Internasionélakarta : Rajawali Pers, 2004), hal.
136.
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dan membayarnya pada saat jatuh tempo jika L/Cedas
berdasarkan akseptasi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, L/C adalghdari bank penerbit
untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa &epadk lain untuk
melakukan pembayaran kepada penerima atas pengedakamen — dokumen
yang sesuai dengan persyaratan ¥/8ahwa L/C merupakan janji pembayaran
dan bank penerbit melakukan pembayaran kepada ipendraik langsung
ataupun melalui bank lain atas instruksi pemohongy&erjanji membayar

kembali kepada bank penerbit.

Dalam transaksi L/C terdapat hubungan — hubung&urhuyang utama,

yaitu sebagai berikut :

a. Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan perfpeierima)

berdasarkan kontrak penjualan.

b. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbdaseikan

permintaan penerbitan L/C sebagai kontrak.

c. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerinmdasarkan L/C

sebagai kontrak.

d. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank per®tdasarkan

kontrak keagenan.

e. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerimdadsgkan

kontrak pembayaran L/C.

Masing — masing hubungan hukum tersebut terpisahssana lain karena
selain para pihaknya berbeda juga kontrak yang atan@pak dan kewajiban para

pihak tersebut berbeda.

“2 Uniform Customs and Practice for Documentary Crédi€P) 500, Artikel 2 atau UCP
600, Artikel 2.
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Berikutnya, Bank Indonesia mengatakan bafiva

"Letter of Creditadalah janji janji dariissuing bankuntuk membayar
sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapatemuhi syarat dan
kondisiLetter of Credittersebut.”

Bank Indonesia berpendapat bahwa inti dari L/Cad@nji pembayaran kepada
penerima yang dapat dilakukan langsung oleh bamlerp& atau melalui bank

lain sebagai kuasanya. Seterusnya, menurut EmmgaRboan Simanjuntak,

dikatakan bahwa

"Sebenarnya pengertiahetter of Credititu sendiri adalah suatu surat
perintah membayar kepada seseorang atau beberapg yeing dialamati
untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertearg gisebut di dalam
surat perintah itu kepada seorang tertentu. Biagsgang memberi perintah

itu adalah suatu Bank dan yang dialamati adalatu€enk juga ....".

Inti dari definisi Emmy Pangaribuan Simanjuntak lababahwa L/C merupakan
surat perintah membayar. Beliau melihat L/C sebggaintah atau kuasa dari
bank penerbit kepada bank pembayar.

Bank — bank umum di Indonesia, dalam praktiknya gilari definisi L/C
menurut UCP. Hal ini dikarenakan dalam masa berlg&uPeraturan Pemerintah
No.16 Tahun 1970, Bank Indonesia mengeluarkan Himpunan Ketentuan —
ketentuan Prosedur Lalu Lintas Devisa (HKPLLD), e ketentuan
pelaksanaan yang mengharuskan L/C yang diterimdugarnegeri maupun yang
diterbitkan dari Indonesia ke luar negeri tundukipdCP yang berlaku yaitu
UCP 290 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktob@b 1>

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 tersebettbedengan Peraturan

3 Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri, Bagian Pgaelidan Pengaturan Lalu Lintas
Pembayaran Luar NegeriMetode Pembayaran Internasional : Letter of CrediNon Letter of
Credit’, 1995, hal.2.

* Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1%@0tang Penyempurnaan
Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa

45 UCP yang berlaku adalah UCP 19Révision International Chamber CommergéCC)
Publication No. 290 yang disebut juga UCP 290.
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Pemerintah No.11 Tahun 197§ang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah
No.16 Tahun 1970, kemudian dicabut oleh Peraturamefintah No.1 Tahun
1982. Sebagai ketentuan pelaksanaannya, Bank Isdoneengeluarkan Surat
Edaran Bank Indonesia No0.17/14/ULN tanggal 29 Septr 1984 yang
mewajibkan L/C yang diterbitkan bank devisa di Indsia tunduk pada UCP
yang berlaku yaitu UCP 460yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1984,
UCP 400 menggantikan UCP 290.

Kemudian, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/dkidebut dicabut
dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULiyydal 17 Desember 1993
yang mengatur mengenai penundukan L/C pada UCPherteku yaitu UCP 500
yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994 (B@Pini menggantikan UCP
400). Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, SueatiEdBank Indonesia No.
26/34/ULN tersebut memberi pilihan kepada bank sevintuk menentukan L/C
yang diterbitkannya tunduk atau tidak pada UCP @@@n tetapi dalam praktek
perbankan masih menundukkan L/C pada UCP 500)t&arnung pada tanggal 1
Juli 2007, UCP 500 digantikan oleh UCP , 2007 RewnisICC Publication No.
600.

L/C sebagai alat pembayaran sangat disukai secéeanasional karena
unsur janji pembayaran yang ada pada instrumémnena 8

a. Eksportir mendapatkan kepastian pembayaran yamgnutijoleh bank
yang membuka L/C dengan kepastian waktu penerinpgambayaran
dan jumlah yang harus dipenuhi asalkan seluruhasyan kondisi L/C

terpenuhi.

b. Disisi importir mendapatkan kepastian, bahwa akamerima barang

6 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1976 TentangbRlean Peraturan Pemerintah No.
16 Tahun 1970 Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspar, ttap Lalu Lintas Devisa.

*7 UCP yang berlaku saat itu adalah UCP 18&%ision ICC Publication No. 400 yang
disebut juga dengan UCP 400.

“8 Syarif Arbi, Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negéiogyakarta : BPFE, 2007), hal.
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dengan jumlah, mutu, dan perincian yang tepat sesyjeerti apa yang
dipersyaratkan dalam L/C.

Semua dokumen yang diminta L/C harus dapat dipekaraoleh eksportir
sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Dalam halapat perbedaan antara
dokumen dengan apa yang diminta oleh L/C, makadaadersebut merupakan
penyimpangan atau dalam istilah perbankan laziebdisliscrepancyang dapat

merupakan alasan pihak pembuka L/C untuk menolaibpgaran.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri denganaaemnbayaran melalui
L/C, pihak — pihak yang terlibat dalam pembukaarealah’

a. OpeneratauAplicant
Importir meminta bantuan bank devisanya untuk mdmb/C guna
keperluan penjual atau eksporir, disebut seb@ganeratauApplicant
dari L/C itu.

b. Opening Banlataulssuing Bank
Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh imparituk membuka
suatu L/C guna keperluan eksportir dise@gtening Bankataulssuing
Bank Bank Devisa inilah yang memberikan jaminan kepekisportir.
Oleh karena itu, nilai L/C sangat tergantung paai@anbaik dan reputasi
dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.
Dalam penawaran biasanya disebutkan syarat penaraysebagai
berikut :
Payment : by opening an irrevocable confirmed lretfeCredit through
a fist class bank or other reputable banks in @wolur.

c. Advising
Opening Banknembuka L/C untuk eksportir melalui bank lain dgara
eksportir yang menjadi koresponden dapening Bankersebut. Bank
korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikamareat yang
terkandung dalam LC kepada eksportir yang berha&h ®arena itu,
bank koresponden bersangkutan diseBulvising Bank atau bank
penyampai amanat

d. Beneficiary
Eksportir yang menerima pembukaan L/C dan dibetidrauk menarik
uang dari dana L/C yang tersedia itu disebut sel@ageerima L/C atau
Beneficiary

4 Amir MS, loc.cit., hal. 3.
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e. Negotiating Bank

Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwieneficiary boleh

menguangkan (menegosiasiksimpping documeptmelalui bank mana
saja yang disukainya asalkan memenuhi syarat L/@nkByang

membayar dokumen itu disebut sebagegotiating BankDi dalam L/C

adakalanya disebutkan bahwa negosiasi L/C itu héoyeh dilakukan
melalui bank tertentu saja, maka L/C semacam gahditRestricted L/C
dan bila disebutkan dalam L/C bahwa negosiasi dekunboleh

dilakukan di bank mana saja maka dise®pen L/C Oleh karena itu,
Advising Bankidak selalu menjadilegotiating Bank

Transaksi perdagangan luar negeri biasanya dilakulesmgan pembukaan
L/C oleh opening bankatas permintaan importir sedang L/C yang dibukaadd
atas nama eksportir dari barang itu. Dengan dibykdrdC, opening bankikut
bertanggung jawab terhadap pembayarannya kepagmrgksJenis L/C dan
macam draft yang akan ditarik oleh eksportir telditetapkan dalamsales
contracttransaksi yang bersangkutan.
Adapun secara singkat dalam pembukaan L/C, mdiahap tahap sebagai
berikut >°
a. ProsesSales Contract
Sales contractsebagai dasar transaksi perdagangan luar nedeh te
diperjanjikan oleh eksportir dan importir mengertzarga barang,
kwalitas dan kwantitas barang, pengangkutan darygsahan barang
dan jenis L/C yang dibuk&ales contracsemestinya adalah kontrak
penjualan dan sekaligus kontrak pembelian, jadiles contract
merupakan merupakan kontrak jual beli. Atas dasartriak kontrak
melibatkan kedua belah pihak tersebut, maka dalamtr&k yang
menanda tanganinya adalah kedua belah pihak yamg,relamat dan
identitasnya disebutkan secara jelas dalam komgrakbut
b. Pada saat pembukaan L/C
Importir mengajukan aplikasi ke bank pembuka L/@efuing bank
c. Pada saat L/C diteruskan oleh bank pembuka L/C
Opening banknenyampaikan L/C kadvising bankuntuk diteruskan ke

0 gyarif Arbi, loc.cit, hal. 7.
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eksportir.

d. Dokumen — dokumen dalam proses dan prosedur ekspor
Eksportir menyiapkan dokumen yang diperoleh daskapai pelayaran,
instansi penerbit dokumen ke bank penegosiasi damaeparang dimuat
dikapal dengan memenuhi kewajiban Pabean mefahsioms Port of
Loading

e. Penyerahan dokumen - dokumen kepada bank penc@ir dan
penerimaan pembayaran hasil ekspor.
Bank penegosiasi mengirimkan dokumen keening bank agar
menyerahkan dokumen ke importir, mengkreditir rékgn bank
penegosiasi pada korespondennya dan Importir miedakpembayaran
kepadaissuing bankdan selanjutnya menerima dokumen dan mengurus

pengeluaran daustoms Port of LoadindanShipping company

2.2. Kontrak Sebagai Dasar Transaksi Perdagangan Internsional

Kontrak dalam konteks perdagangan internasiondhbad@ntrak dasar yang
merupakan landasan untuk menerbitkan transaksiagangjan internasional.
Artinya, perdagangan internasional hanya dapathiikan jika ada kontrak dasar
yang mendasari penerbitanng@nderlying transactionsehingga dalam hal ini
tidak ada transaksi perdagangan internasional pardjri sendir>*

Kontrak sebagai instrumen berlaku sebagai aturag y@engikat bagi para
pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Akyaatiila salah satu pihak
melanggar/menyimpang atau tidak menepati butirir bgng termuat dalam
kontrak yang bersangkutan akan menerima sanksitadlenya berupa pinalti.
Dalam hal ini hukum perdata internasional juga need tiga landasan utama
suatu kontrak, yaittr?

1. Konsensusartinya masing —masing pihak secara sukarela etejuy

°l Syafrudin, ‘Guaranty, Rules, Type of Product, Mechanism, $gndC & Bank
Garansj” (Makalah disampaikan pada pelatihan karyawarBER Tbk. Jakarta, Puncak — Bogor,
27 November 2008), hal. 9.

52 1bid. hal. 27
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kesepakatan yang dimuat dalam kontrak

Kalimat yang mewakilikonsensus kesepakatan sukarela misalnya :
"The seller confirms concluded this contract wittetbuyer covering the
under mentioned merchandise on the terms and donsdisstated here
under and on the reserve”

2. Obligor, kedua belah pihak berjanji untuk memenuhi hak dan
kewajibannya yang mana masing — masing pihak tirkbulajibannya
bersamaan dengan penerimaan hak. Dalam perdagamegamasional
dengan sistem pembayaran menggunakan L/C diatir j@ih didalam
L/C yang dipergunakan .

Kalimat yang mewakili landasaobligor atau janji kedua belah pihak,
misalnya :"The buyer is hereby requested to sign in turn thiginal
attached here to, and if discrepancy found by tingeh the seller should
be informed immediately by cable. Payment : By mgean irrevocable
Letter of Credit for the Seller’s account through Bank ..... Terms and
conditions shipment, terms and conditions L{@alam hal sistem
pembayaran dengan L/C)”.

3. Penalty para pihak bersedia memberi ganti rugi kepadakpiain bila
tidak memenuhi janji.

Kalimat yang mewakili penegasan pengenaan sanksciaera janji di
banyak kontrak tidak diungkapkan secara lugas/tetgdapi terdapat
dalam kalimat misalnya : Shipment not later than 31 July 20@¢au
Partial shipment/transshipment prohibited, shipmesther than in

container is not allowed.”

2.3. Kontrak Sebagai Dasar Transaksi Perdagangan Nasiotha

Kontrak dapat diartikan sebagai perjanjiayang melibatkan lebih dari satu
pihak yang melakukan kesepakatan atas sesuatu yhyakini saling
menguntungkan para pihak yang berjanji tersebut tdlak melanggar norma

* Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenmb@wmjsasa,Kamus Besar
Bahasa IndonesjgJakarta : Balai Pusaka, 1988), hal. 521
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yang berlaku.

Kontrak dalam artian persetujuan/perjanjian testying disetujui oleh para
pihak yang mengikatkan diri untuk bersepakat. Reps&n/perjanjian tertulis
antara pihak tersebut meliputi transaksi perdagabgaang atau jasa yang dibuat
secara rinci dalam surat kontrak yang dibubuhi @atahgan sebagai tanda
persetujuan oleh para pihak yang mengikatkan @irsebut. Menurut Kitab
Undang — undang Hukum Perdata (KUH Perdata), usélikya suatu perjanjian
diperlukan syarat*

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;

c. Mengenai hal tertentu ;

d. Suatu sebab yang halal ;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat — syalayektif, karena
mengenai orang — orangnya atau subyeknya yang mak@a perjanjian,
yangmana dalam hal salah satu syarat ini tidakndipemaka terhadap perjanjian
yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan piledik yang merasa dirugikan.
Sedang dua syarat yang terakhir dinamakan syarsyarat obyektif karena
mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari ysdn hukum yang dilakukan
itu. yangmana dalam hal salah satu syarat ini tidgdenuhi maka terhadap
perjanjian yang telah dibuat dinyatakan batal demium?>

Syarat pertama dalam sahnya perjanjian adalah aepakuk mengikatkan
dirinya. Dengan sepakat dimaksudkan para pihak yaaggadakan perjanjian
mempunyai suatu kehendak yang bebas, yaitu terh@tak -pihak tersebut tidak
ada suatu paksaan, penipuan atau kehilafan dalargadeakan perjanjian .

Sedang syarat kedua dalam sahnya perjanjian adaekapan untuk
membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini para pyekg mengadakan perjanjian

harus cakap menurut hukum atau mempunyai kewendralaontuk melakukan

** Subekti,Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermasa, 2002), hal.17.

*® |bid.
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tindakan hukum seperti yang diatur dalam peratpemndang — undangan yang
berlaku. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orangangryang dianggap tidak
cakap untuk mengadakan suatu perjanjian ad3iah :
1. Orang yang belum dewasa ;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan Oledtang undang
dan semua orang kepada siapa Undang undang telatangemembuat

perjanjian —perjanjian tertentu ;

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa perjanpamshmengenai suatu hal
tertentu, artinya dalam mengadakan suatu perjanjianus secara jelas
memperjanjikan sesuatu, misalnya : dalam perjangiatara eksportir dengan
importir, yang menjadi obyek perjanjian adalah kditiogyzang akan diekspor atau
diimpor.

Akhirnya dalam pasal 1320 KUH Perdata ditetapkaaratykeempat yaitu
untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu gegierjanjian) yang halaf,
yaitu meliputi hal — hal yang diperjanjikan tidaklagang oleh peraturan —
peraturan yang ada, tidak mengenai perbuatan yaslgwan hukum, tidak
menyangkut suatu obyek yang dinyatakan sebagan@aeslarang atau kegiatan
terlarang.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana saéib pihak berjan;i
kepada pihak lain, atau dimana kedua belah pihdingséberjanji untuk
melaksanakan sesuatu. Dalam suatu perjanjian, pardaiga hal yang
diperjanjikan untuk dilaksanakan (prestasi) olelsim@i—masing pihak, yaitu:

1. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

2. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

3. Perjanjian untuk memberikan /menyerahkan sesuatuinga

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1241 KUH Rerd#erangkan

¢ Kitab Undang —Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetp diterjemahkan oleh R
Subekti dan R Tjitrosudibio, cet.38, (Jakarta :dPg@ Paramita, 2007), ps.1330.

" Ibid. ps 1320
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perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suattbuatan), yaitu bahwa
apabila suatu perjanjian tidak dilaksanakan oléalpidebitor maka (debitor tidak
memenuhi prestasinya) maka pihak kreditor dikuasak@uk melaksanakannya

dengan beban biaya debitor.

Sedang menurut ketentuan dalam pasal 1240 KUH ®erdeenyebutkan
tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuataktielakukan suatu perbuatan).
Bahwa dalam hal ini kreditor berhak menuntut pepglan segala sesuatu atas
apa yang telah dibuat oleh debitor yang bertentadigagan perjanjian . Kreditor
juga berhak untuk menghapuskan segala sesuatutgtaigdibuat oleh debitor
dengan biaya ditanggung oleh debitor itu sendingaa& tidak mengurangi hak

kreditor untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasatuk itu.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahahus ditetapkan secara
tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut dengan kata lain apa saja
yang menjadi hak dan kewajiban dari masing —magiigk. Dan menurut
ketentuan dalam pasal 1339 KUH Perdata, suaturpiarjatidak hanya mengikat
untuk hal —hal yang dengan tegas dinyatakan daiatu erjanjian tetapi juga
untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjaciiaaruskan (diwajibkan) oleh
kepatutan, kebiasaan dan undang —undang. Dengaikiaensetiap perjanjian
dilengkapi dengan aturan —aturan yang terdapatnmdaladang- undang, adat
kebiasaan dan kewajiban —kewajiban yang diharuskeh kepatutan (norma-

norma kepatutan) harus juga diindahkan.

Menurut ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Rardamua perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam baBatanda tegoeder trouw”
dan dalam bahasa Inggris 'good faith”). Norma tersebut merupakan salah satu
sendi terpenting dari Hukum Perjanjian, yang dapetaksanaan perjanjian harus
berjalan dengan mengindahkan norma —norma kepatarakesusilaart.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksngdad itikad baik

adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksemakan (yang baiky.

%8 Subekti,Hukum Perjanjian(Jakarta : PT Intermasa, 2002) hal.41
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Menurut Hoge Raagd dalam putusannya tanggal 9 Februari 19%8dgrlandse
Jurisprudentie hal. 676) memberikan rumusan bahwa perjanjianushar
dilaksanakarnvolgens de eisen van redelijkheid en billijkesdtinya itikad baik
harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepartasahL Werry
menerjemahkarredelijkheid en bilijkheiddengan istilah budi dan kepatutan
beberapa terjemahan lain menggunakan istilah kesrajalan keadilan atau
kepatutan dan keadil&h.

Redelijkheid artinya rasional, dapat diterima oleh nalar daml aéehat
(reasonable, raisonnab)e sedangbillijkheid artinya patut dan adil. Dengan
demikian redelijkheid en billijkheidmeliputi semua yang dapat dirasakan dan
dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adihgydiukur dengan norma —
norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan &ukberasal dari subyektifitas
para pihak.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwhal@3aayat 3 KUH
Perdata ini pada umumnya selalu dihubungkan depgsal 1339 KUH Perdata,
yaitu suatu persetujuan tidak hanya mengikat apg gengan tegas ditentukan di
dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang ntesifainya persetujuan
dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undamdang.

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan persetfkesepakatan) dalam
perjanjian juga harus diberikan secara bebas, yaiak diberikan atas dasar
paksaan, kekhilafan dan penipuan. Menurut Subsfng dimaksud dengan
paksaan dalam hal ini adalah paksaan secara fisgfiwaan), jadi bukan karena
paksaan secara fisik. Sedang kehilafan atau kekeliterjadi, apabila salah satu
pihak khilaf tentang hal —hal pokok dari apa yaigedanjikan atau tentang sifat
—sifat yang penting dari obyek yang diperjanjikataugaun mengenai orang
dengan siapa diadakan perjanjian itu.

* Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasatebepa Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jak&atai Pustaka, 1995), hal. 369.

0 PL Werry, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nethetla@akarta :
Percetakan Negara RI, 1990), hal. 9.

®1 1bid. Lihat juga SubektiPokok — Pokok Hukum Perdati@akarta : Intermasa, 1982), hal.
139.
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Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan semgajaberikan keterangan
— keterangan yang palsu atau tidak benar disegagah tipu muslihat untuk
membujuk pihak lawannya untuk memberikan periziganPihak yang menipu
bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihawafmya . Menurut
yurisprudensi, tidak cukup apabila seseorang hamlakukan suatu kebohongan
mengenai sesuatu hal saja, akan tetapi paling tigakarus melakukan suatu

rangkaian kebohongan atas suatu perbuatan yangalkaa tipu muslihat

Bahwa apabila debitor (pihak yang berutang) tidaddakukan apa yang
telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukampvestasi atau ingkar janiji.
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seatehigor dapat berup&:

1. Tidak melakukan apa yang dianggap akan dilakukannya

2. Melakukan apa yang yang dijanjikan, tetapi tidakaggimana yang
diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaklbdilakukan.
Terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut makatafkitkum bagi debitor
adalah %
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor alengan membayar
ganti rugic®
2. Dengan pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diajukan didalsidang

pengadilan.

Demikian juga bahwa suatu perjanjian dapat hapusnka para pihak

52 Subekti,ibid. hal 24.

% Djaja S MelialaPerkembangan Hukm Perdata Tentang Benda Dan Hulerika®an
(Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal.100.

% Subekti,op cit hal. 45

% Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yditaya, rugi dan bunga.
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menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka wadttentu, ditentukan oleh
undang —undang (sesuai pasal 1066 ayat 3 KUH Regydsaélah satu pihak
meninggal dunia, karena salah satu pihak / keduahbpihak menyatakan
menghentikan perjanjian, karena putusan pengadilgnan dari perjanjian itu

telah tercapai ataupun karena dengan persetujubkediia belah pihak.

2.4. Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian

Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa sqgajanjian yang
dibuat secara sah (setelah memenuhi ke empat ssanatya suatu perjanjian)
berlaku dan mengikat sebagai Undang — undang baga mihak yang
membuatnya. Dengan demikian sepanjang tidak barigabh dengan ke empat
syarat sahnya suatu perjanjian tersebut akan mengécara sah bagi para
pembuatnya dan tidak dapat dibatalkan secara dekdtaiali dengan persetujuan

para pihak.

Dalam perdagangan ekspor impor dengan pembayaraggmeakan L/C,

terjadi tiga perikatan, yait§®

a. Perikatan antara importir dengan bank pembuka L&Dgydikenal
sebagai aplikasi penerbitan L/C. Di dalam aplikesisebut tertuang
kesepakatan antara pihak importir dengan pihak bank

b. Perikatan pihak bank kepada eksportir dalam wugltiah L/C yang
ditujukan untuk eksportir tersebut diatas, dimakspertir berkewajiban
menyiapkan seluruh dokumen seperti yang disyarathehn L/C yang
disampaikan kepada bank pembuka L/C dan pihak pankbuka L/C
berjanji menyediakan pembayaran kepada ekspopangang eksportir
memenuhi persyaratannya ;

c. Perikatan antara eksportir dengan pihak importiisb@n segala macam
syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, &svaldan kwantitas

dan lain lain persyaratan secara rinci ;

% Syafrudin, op.cit, hal. 10.
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2.5. Letter of Credit Sebagai Kontrak Baku Perjanjian

Dari hal hal yang telah disampaikan diatas, dapaliaatakan bahwa L/C
adalah kontrak antara bank penerbit dan penetirBahwa L/C sebagai kontrak
dasar mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukepada penerima, tetapi
penerima sendiri tidak terikat pada L/C terseband?ima bebas melaksanakan
atau tidak melaksanakan L/C dan jika penerima dexseelaksanakannya, maka
ia terikat pada L/C sejak pengajuan dokumen —dokuyeng dipersyaratkan

dalam L/C tersebut.

L/C diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaamohon, dan pemohon
mengajukan kepada bank (bank penerbit) permintaarerpitan L/C dan jika
bank menyetujuinya maka status permintaan penarhit€ berubah menjadi
kontrak penerbitan L/C. Atas dasar kontrak penanbit/C tersebut maka L/C
dapat diterbitkan oleh bank penerbit.

Permintaan penerbitan L/C yang disetujui bank gahererupakan kontrak
antara pemohon dan bank (bank penerbit) dan konmakadalah sumber
penerbitan L/C yang merupakan kontrak yang besgindiri antara bank penerbit
dan penerim¥ yang mana permintaan penerbitan L/C dituangkaanddbrmat
(formulir) permintaan penerbitan LC atau dikendagaiform of applicatioratau
documentary credit applicatiomtau instruction to issue Letter of Credjtang

telah dibakukan secara standar internasional.

Karena L/C adalah kontrak, maka dapat juga dikatakbahwa L/C
merupakan kontrak baku (kontrak standar). Hal @susi dengan pendapat dari
Sutan Remy Sjahdeini, yang mengatakan bahwa L/@Qpakan perjanjian baku
(perjanjian standar). Bahwa format baku ini dibuatuk memenuhi kebutuhan
masyarakat perbankan internasional dan para pelakdagangan internasional

(eksportir dan importir).

7 KonsepsilLetter of Creditsebagai kontrak juga didasarkan pada deflrésier of Credit
menurut UCP 500, Artikel 2.

% UCP 500, Artikel 3 dan UCP 600, Artikel 4.
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Pemohon, penerima dan bank sangat tertolong deswgmya format baku
ini karena pemohon akan terhindar dari resiko kétehgkapan, ketidaktepatan
dan kesalahan dalam memberikan instruksi melaladb permintaan penerbitan
L/C yang baku kepada bank penerbit. Bagi penerirkan alebih mudah
mempersiapkan dokumen —dokumen yang diminta L/@nerformat baku L/C
telah disesuaikan dengan keperluan L/C itu senfi@dang bagi bank akan lebih
mudah untuk mengidentifikasikan cara pembayaran, Ioh@neliti dokumen —

dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C serta mentfik&si uraian barangnya.

Karena format baku permintaan penerbitan L/C terseperuntukan
dasarnya adalah untuk keperluan standarisasi daslikasi prosedur L/C, maka
penggunaan format baku itu sifatnya tidak memaksdal demikian sesuai

dengan asas kebebasan berkontrak menurut ketgragah1338 KUH Perdata.

3. Prinsip — Prinsip Dalam Uniform Customs And Practice For
Documentary Credit
3.1. Prinsip Pemisahan Kontrak

Prinsip pemisahan kontrak atau lebih dikenal dengamsip independensi
merupakan prinsip utama dalam transaksi perdagangtemasional, yang
memberikan ciri khas pada L/C sebagai kontrak meemal yakni L/C secara
hukum harus diperlakukan terpisah dari kontrak -atkak lain yang terkait
dengan penerbitan L/C sebagai kontrak.

Prinsip independensi ini telah mendapatkan landasagaturannya dalam
Uniform Customs and Practise for Documentary Cre¢litCP) ° namun
eksistensi prinsip independensi berdasarkan keaertiCP tersebut tidak bersifat
mengikat dan para pihak dalam transaksi L/C damatgesampingkan ketentuan
prinsip independensi tersebut.

Perlakuan demikian dimungkinkan karena Artikel 1RJ8BD0 atau Artikel 1

% International Chamber of Commerce (ICC) hanyaek@mendasikan penggunaannya
yang sifatnya tidak mengikat, sehingga jika ada l#Bqg tidak mengikuti format baku yang
direkomendasikan hal ini tidak mempunyai akibaturakbahwa L/C yang demikian ini menjadi
dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

0 UCP 500, Artikel 3 atau UCP 600, Artikel 4
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UCP 600 memberi peluang bagi para pihak untuk nsamgpingkan atau
mengatur berbeda dalam L/C, artinya UCP 500 atalP BOO dapat tidak
diberlakukan sama sekali atau hanya artikel — ertdértentu yang diberlakukan
terhadap L/C atau artikel — artikel tertentu dinfiaisi dalam L/C*

Formalnya, Artikel 1 UCP 500 atau Artikel 1 UCP 6@0sebut merupakan
ketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan asabdsdre berkontrak terhadap
ketentuan — ketentuan UCP 500 atau UCP 600 namgpa @asar Artikel 1 itupun
para pihak berdasarkan kesepakatan boleh saja ridamkberlakukan UCP 500
atau UCP 600 karena baik UCP 500 maupun UCP 60arboilerupakan produk
hukum.

Keabsahan L/C tidak bergantung pada tunduk atakrigh pada UCP 500
atau UCP 600, melainkan keabsahan L/C didasarkda ggarat — syarat sahnya
suatu perjanjian karena L/C adalah kontrak. Syaralyarat sahnya suatu L/C
ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku atagdr&2but.

Berdasarkan prinsip independensi, walaupun L/C gabakontrak
diterbitkan berdasarkan kontrak penerbitan L/C y@idgsarkan pada kontrak jual
beli, namun ketika L/C diterbitkan maka L/C terselliperlakukan sebagai
kontrak terpisah dari kontrak penerbitan L/C ataantkak jual beli. Prinsip
pemisahan kontrak seperti tidak ditemukan dalamrik&npada umumnya yang
menganut prinsip kesatuan kontrak.

Penerapan prinsip pemisahan kontrak selain itu jdglukung dengan
kenyataan bahwa para pihak dalam masing — masingrako seperti tersebut
diatas memang berbeda dari satu kontrak ke kotdrakya. Dalam kontrak jual
beli, para pihak adalah pembeli dan penjual. Sedkdgm kontrak penerbitan
L/C, para pihak adalah pembeli sebagai pemdlapplicant)dan bank penerbit.
Dalam L/C , para pihak adalah bank penerbit dank besresponden (bank

penerus, bank yang ditunjuk atau bank pengkonfipmas

"L PT. Bank Central Asia TbkBank Garansi dan SBI'C(Makalah disampaikan dalam
Traning Edukasi Account Officer se Jabotabek, tak&fovember 2008).

2 Syafrudin,op.cit, hal. 12.
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Dalam rangka pelaksanaan L/C yang telah diterusleark yang ditunjuk
kepada penjual, penjual perlu menyerahkan kepadla yeng ditunjuk dokumen
— dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Bank ynmjuk wajib melakukan
pembayaran L/C kepada penjual atas pengajuan daokumeokumen yang
dipersyaratkan L/C itu sepanjang tidak ada penymgpa pada dokumen
dimaksud, tanpa harus memperhatikan pelaksanadrakgnal beli atau kontrak
penerbitan L/C. Dalam prakteknya, bank yang ditkipjiga dapat membayar L/C
kepada penjual walaupun dokumen —-dokumen yang k#iajumengandung
penyimpangan sepanjang penyimpangan yang ada tk&stujui oleh bank
penerbit. Dalam hal ini bank yang ditunjuk melakukpembayaran kepada
penjual setelah terlebih dahulu bank penerbit mejyepenyimpangan yang ada.

Sebagaimana telah disampaikan diatas, L/C secakamhumerupakan
kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yadmotrak jual beli(sales
contract) kontrak penerbitan L/Qcontract to issue L/C)kontrak keagenan
(agency contract) Keberhasilan pelaksanaan L/C sangat tergantunda pa
penerapan prinsip independensi L/C. Ide independ¢@sadalah suatu hal yang
mendasar karena memisahkan L/C dari kontrak penjdal

Isi material Artikel 3 UCP 500 atau Artikel 4 UCR® adalah sama,
keduanya merupakan landasan ketentuan bagi elsigpensip independensi
L/C, yaitu dalam Artikel 3 UCP 500 dikatakan sehdmaikut :

“Credits, by their nature, are separate transactofiom the sales or other
contract(s) on which they may be based and bardksnano way concerned
with or bound by such contract(s) ...”

Sedang pada Artikel 4 UCP 600 mengatakan sebagkube

“A credits, by its nature is a separate transactifstom the sales or other
contract on which it may be based. Banks are imag concerned with or
bound by such contract, even if any reference valeats to it is included in
the credit. Consequently, the undertaking of a bnkonour, to negotiate
or to fulfil any other obligation under the cred# not subject to claims or
defences by the applicant resulting from its relaships with the issuing
bank or the beneficiary. A beneficiary can in neseavall itself of the

3 Joseph D BeckerStandby Letters of Credit and the Iranian Cases il e

Independence of the Credit Survive Uhiform Commercial Code Law Journal, Vol.13 Num.4
Spring 1981, hal.337.
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contractual relationships existing between banksetween the applicant
and the issuing bank”

“An issuing bank should discourage any attempthgyapplicant to include,
as an integral part of the credit, copies of thalerying contract, proforma
invoice and the like.”

Dalam edisi Bahasa Indonesia, UCP 600, pasal 4 atekgn sebagai
berikut :

“ Kredit menurut sifatnya merupakan transaksi yaémgisah dari kontrak

penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasadik Bank — bank sama
sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kdasgeperti itu, walaupun

terdapat rujukan apapun terhadap kontrak dimakdothslikkan dalam

kredit. Konsekuensinya, janji suatu bank untuk mayal, menegosiasi atau
memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan tktetik tunduk pada

tuntutan —tuntutan atau pembelan —pembekgaplicant yang berasal dari
hubungannya dengassuing banlkataubeneficiary Beneficiarysama sekali

tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan —uhgén kontraktual

antara bank —bank atau antapplicantdanissuing bank

“Issiung bank seyogianya mencegah setiap upaggplicant untuk
memasukkan, sebagai bagian tidak terpisahkan daditkcopy dari kontrak
dasarproforma invoicedan yang sejenisnya.”

Dalam aplikasi prinsip independensi ini, para pihdédam L/C hanya
melihat materi L/C, tidak melihat materi kontralkajeli atau kontrak lainnya.
Pelaksanaan L/C tidak dikaitkan dengan pelaksaramrirak jual beli atau
kontrak lainnya. Permasalahan atau gagalnya pelakkantrak jual beli atau
kontrak lainnya tidak dengan sendirinya mengakiathpermasalahan atau
gagalnya pelaksanaan L/C. Permasalahan atau gaga#igksanaan L/C dilihat
dalam konteks pelaksanaan L/C itu sendiri.

Prinsip independensi membuat pelaksanaan L/C selag#&ak berbeda
dengan pelaksanaan kontrak pada umumnya. Kontralk penumnya tidak
mengenal pemisahan antara kontrak sebagai komtdalk idan kontrak —kontrak
lain yang dibuat atas dasar kontrak induk terseBatlunya keberadaan prinsip
independensi dalam pelaksanaan L/C adalah untdngatan pelaksanaan L/C

itu sendiri. Kelancaran pembayaran L/C adalah syaiug sangat diperlukan
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dalam perdagangan internasional. Pertumbuhan pangag internasional sangat
ditentukan oleh kelancaran pembayaran L/C.

Kelancaran pembayaran L/C hanya dapat diwujudkangelaksanaan L/C
sama sekali tidak dikaitkan dengan pelaksanaanrdontial beli atau kontrak
lainnya. Jika dikaitkan, kelancaran pembayaran &kan terganggu dalam arti
menjadi terhambat atau bahkan gagal jika kontrak Ipeli atau kontrak lainnya
mengalami permasalahan .

Kontrak jual beli merupakan dasar penerbitan kénpenerbitan L/C yang
merupakan dasar pula bagi penerbitan L/C sebagardio yang juga sebagai
dasar untuk penerbitan kontrak keagenan. Namun BQ® atau UCP 600
mengatakan bahwa semua kontrak tersebut haruslakipkan terpisah dalam
transaksi L/C. Secara hukum L/C, hambatan pelaksakantrak jual beli tidak
boleh menghalangi pelaksanaan L/C. Sepanjang selokiamen dipenuhi, L/C
wajib dibayar terlepas dari kenyataan bahwa barampr tidak sesuai dengan

kontrak jual beli.

3.2 Prinsip Keterikatan Pada Dokumen

Selain prinsip pemisahan kontrak, dalam pelaksardén dikenal juga
dengan prinsip keterikatan pada dokum@ocument compliance rulepaik
berdasarkan UCP 500, Artikel 4 ataupun UCP 600ké&ir6 yangmana UCP 600
Artikel 5 tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Banks deal with documents and not with goods, isesvor performance to
which the documents may relate.”

Dalam edisi Bahasa Indonesia, UCP 600, pasal 5 atekgn sebagai
berikut :

“Bank -bank berurusan dengan dokumen —dokumen d#ak tdengan
barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana doktdonkaomen tersebut
mungkin berkaitan..”

Berdasarkan prinsip keterikatan pada dokumen, bdedkm menangani
kasus L/C hanya berurusan dengan dokumen. Bankalhaeyneriksa dokumen —
dokumen yang diajukan olebeneficiary kepada bank. Bank tidak berurusan
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dengan pelaksanaan jual beli barang atau jasaasec#émal. Dasar bagi bank
untuk melakukan pembayaran L/C adalah hasil pemsesik atas dokumen —
dokumen yang diajukabeneficiary Bila hasil pemeriksaan tidak mengandung
penyimpangandiscrepancy maka bank melakukan pembayaran L/C. Sebaliknya,
bila hasil pemeriksaan mengandung penyimpanganarbakk berhak menolak
pembayaran L/C tersebut.

Bahwa sesuai dengan prinsip keterikatan pada dakurbank dalam
pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen ry@ngadi persyaratan
pembayaran L/C dan para pihak tidak berurusan aekgbenaran pelaksanaan
jual beli barang, jual beli jasa, atau pelaksariagimya.

Dokumen yang menjadi persyaratan L/C wajib diperikéeh bank, baik
sebagai bank pengkonfirmasi, bank yang ditunjudy éank penerbit. Setiap bank
bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dakmangka pelaksanaan
L/C serta wajib melakukan pemeriksaan dokumen yammjadi persyaratan
pembayaran L/C sebelum pembayaran secara actaklikizn.

Pemeriksaan dokumen meliputi pemeriksaan secatla diskumen dan
substansi dokumen. Pemeriksaan dokumen bertujuak orelihat ada atau tidak
penyimpangan pada dokumen yang diajukan blaieficiarykepada bank yang
ditunjuk (bank pembayar, bank penegosiasi, atak pangaksep) dibandingkan
dengan realisasi pembayaran L/C. Jika dalam L/Galmya terdapat persyaratan
bahwa untuk pembayaran L/Reneficiary diminta untuk menyerahkahill of
lading, invoice dan certificate of insurancemaka untuk memenuhi persyaratan
L/C tersebutbeneficiarywajib menyerahkan secara fisik ketiga macam dokume
tersebut. Pemenuhan persyaratan L/C secara fisikwajib diikuti dengan
pemenuhan persyaratan L/C secara substansi. Ssibstin dokumen terhadap
dokumen lainnya harus konsisten dan sudah bararg $eibstansi pada semua
dokumen harus juga konsisten dengan substansi L/C.

Bila terdapat ketidak sesuaian antara dokumen ygéserahkarbeneficiary
dengan persyaratan L/C, baik secara fisik danu stidstansi, maka secara teknis
perbankan dikatakan terjadi penyimpang@@hscrepancy)atau secara hukum

dikatakan terjadi wanprestgsiefault) Jika terjadi penyimpangan dalam dokumen
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yang diserahkan, maka bank yang ditunjuk dapat raknpembayaran L/C
kepadabeneficiaryatau membayar L/C kepadeneficiary denganpenalty jika
hal yang terakhir ini ditentukan dalam L/€.

Ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya penyiggatersebut dapat
ditemukan dalam UCP 500 atau UCP 600. Ukuran d&l@® 500 atau UCP 600
adalah bahwa antara persyaratan pembayaran dal@mddgan dokumen yang
diajukanbeneficiarypada dasarnya selain secara fisik dokumen hasusiseaka
secara substansi dokumen, sehingga masalah pemkatsa—katgwording) atau
kesalahan ketik yang tidak prinsip dalam dokumetakii dianggap sebagai
penyimpangar’

Selain itu dikenal juga dengan doktrin kesesuaiatiak (doctrine of strict
compliance) yang dinamakan juga dengastrict compliance rule’®, dalam
pelaksanaan L/C berasal dari putusan pengadilagritlngdalam kasug&quitable
Trust Co. vs. Dawson Partnengang mengatakan bahwa :

“There is no room for documents which are almost $ame, or which will
do just as well”.

Dalam kasus ini hakim juga mengemukakan bahwa tet@hupakan prinsip
umum dalam transaksi L/C, bahwa bank pengaksepahaapat melakukan
tuntutan ganti kerugiaindemnity)jika akseptasi yang dilakukan didasarkan pada
dokumen — dokumen yang benar benar sesuai dengsyapsan L/C.

Menurut doktrin ini, dokumen-dokumen yang dipersylean dalam L/C
harus benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinyhed®@an substansial atau
non substansial antara L/C dan dokumen —dokumeg gi@jukan penerima tidak
diperkenankan dan jika terdapat perbedaan, bankrppiératau kuasanya tidak
berkewajiban melakukan pembayaran L/C kepada peaeri

" PT Bank Central Asia TbkPerdagangan International, SKBDN-LC Lok&4BCA
Learning Center) .

> PT. Bank Central Asia TbKVianual Perkreditan Komersi{Divisi International
Banking).

® Boris Kozolchyk, The Emerging Law of Standby Letters of Credit andkBGuarantees
Arizona Law Review, Vol.24 Num.2, 1982,hal.360.
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Akan tetapi patut diketahui bahwa doktrin kesesuarautlak dalam
pelaksanaan L/C sebenarnya sulit dilaksanakan &areiokumen yang
dipersyaratkan L/C memuat unsur -—unsur teknis yaipk gampang
memenuhinya atau menyesuaikannya dengan ketenfoBn U

Namun patut dipahami bahwa dengan terdapat barg@kmpangan dalam
pelaksanaan L/C bukan merupakan hal yang akan rkibagiean gagalnya
pelaksanaan L/C, karena Artikel 14 f UCP 500 setegas telah memberikan
alternativ jalan keluar agar pembayaran L/C yargdpskrkan pada pengajuan
dokumen yang mengandung penyimpangan tersebut tetppt dilaksanakan
dengan penandatangdetter of indemnity collectiorf’ ataupun dengan cara
meminta persetujua@pproval)dari bank penerbit.

Dalam praktek, prinsip keterikatan kontrak pada who&n dilakukan
dikalangan perbankan secara terpadu, yaitu ketdédbamkan melaksanakan
prinsip pemisahan kontrak maka seketika itu jugabgekan melaksanakan
prinsip keterikatan pada dokumen. Karena ketikaatdikan bahwa L/C
merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak — rednterkait lainnya, maka
ketika itu juga ditemukan kenyataan bahwa bank ndaleansaksi L/C hanya

berurusan dengan dokumen.

4. Sandby Letter Of Credit Sebagai Sarana Penjaminan Dalam
Perdagangan Internasional
4.1. Standby Letter Of CredRada Umumnya

Letter of Credit(L/C) berdasarkan fungsinya selain sebagai alattygaran
juga sebagai alat penjamin&hSebagai alat penjaminan dapat dilaksanakan jika
pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L/C tidggatalilakukan pihak yang
dijamin. L/C sebagai alat penjaminan dinamakatandby Letter of Credit
(Standby L/Ctau sering juga disebGuarantee L/C°

" Collection penjual/eksportir mengirimkan barang terlebih ulah kepada

pembeli/importir baru berhak untuk menagih pemimpbrtir melalui bank dengan mengirimkan
dokumen yang disyaratkan untuk penagihan tersebut.

8 UCP 500, Artikel 1 dan UCP 600, Artikel 1.
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Bahwa Standby L/C menurut pasal 1 sub 2 RancangaattPan Bank
Indonesia tentang L/C, didefinisikan sebagai beriku

“Standby L/C (Standby Letter of Credit) adalah jamam pembayaran dari
bank penerbit kepada penerima jika persyaratan pgan Standby L/C
dipenuhi.”

Bernard S Wheble mengatakan balttandby L/Cadalah :

“Any Letter of Credit, or similar arrangement, hovex named or described,
wich represents an obligation to the beneficiarytioa part of the issuer (1)
to repay money borrowed by or advanced to or fag #tcount of any
indebtedness undertaken by the account party, ptg3nake payment on
account of any default by the account party in trexformance of an
obligation.”

Dan definisi Standby L/C menurut Brooke WunnickeDé&ane B Wunnicke
dalam bukunya yang berjud@tandby Letter of Creditmendefinisikan sebagai
berikut :

“A Standby Letter of Credit is a document in which

The issuer, usually a bank.

At the request of its customer, the account party.

Agree that the beneficiary will be paid.

Before the credit’s expiry.

Upon the Beneficiary’s presentment of :

a. Its demand for payment and

b. Any documents evidencing the account party’s nofopeance
both a and b as required by the credit.”

ogkrwnRE

Standby L/Charus memuat persyaratan minimal yaitu bersitiktidapat
diubah atau dibatalkan, keterikatan bank peneriitkumembayar atas pengajuan
keterangan atau pernyataan yang menyatakan waagirestnggal jatuh tempo

masa berlaku dan pernyataan tunduk pada ¥ HRandby L/Cmerupakan

® H.J van der VaarStandby Letters of Credit and the Problem of BaithF€alls, The
Yale Journal of World Public Order, Vol.8 Num 1|IF081, hal.41.

8 Bank Indonesia,Rancangan Peraturan Bank Indonesia Tentang , LKbmor :
2/.../PBI/2007.
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instrument yang mencerminkarherent reliability, conveniencganflexibility.??

Menurut E.P Ellinger,Standby L/C dikembangkan oleh perbankan di
Amerika setelah PD lIStandby L/Cmerupakan instrumen yang memungkinkan
bank — bank domestik Amerika untuk bersaing dergamrk —bank asing dalam
melaksanakan transaksi bisnis internasi6haBank — bank asing diberi
kewenangan untuk menerbitkan bank garansi, tetapmk b-bank domestik
Amerika dilarang menerbitkan bank garansi karenakba bank di Amerika
dilarang menjamin prestagperformance)pihak lain. Bank bukan merupakan
pihak dalam transaksi dasar (kontrak dasar) damatemlemikian tidak dapat
menentukan terjadinya pemenuhan kontrak dasar sgbaga seharusnya.

Sebagai pengganti bank garansi tersebut, bank —damniestic Amerika
menerbitkanStandby L/Csebagai alat penjaminan untuk menjamin pembayaran.
Pada pelaksanagbtandby L/Ctidak ditemukan penjaminan prestasi pihak lain
berdasarkan kontrak dasar. Hal ini dikarenakan @¢ajaminan berup&tandby
L/C merupakan independen garansi yang terpisah datidtodasat*

Sesuai sifatnyasStandby L/Cmerupakanindependent guarantgan juga
documentary guarantgertairrevocable guaranty Disamping itu,Standby L/C
sebagai alat penjaminan hanya dapat dibatalkandatdnah dengan persetujuan
beneficiary Hal ini berarti bank penerbit tidak dapat membkata atau mengubah
Standby L/Ctanpa persetujuabeneficiary Sifat irrevocability ini diperlukan
untuk memberikan kepastian kepdukneficiaryakan kewajiban pembayaran dari
bank penerbit kepadseneficiaryketikaapplicant wanprestas?

Jaminan bank harus merupakan jaminan pasti, sehimgijkatStandby L/C

adalah bahwa bank penerbit bersiap — siap untulaks@hakan kewajibannya

8 Brooke Wunnicke dan Diane B Wunnick8tandby Letter of Credit (Canada : John
Wiley & Sons, Inc 1989), hal. 10.

82 |pid. hal.3.
8 |bid.

8 PT. Bank Central Asia TbkBank Garansi dan SBI'C(Makalah disampaikan dalam
Traning Edukasi Account Officer se Jabotabek, tak&fovember 2008).

8 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yafransaksi Bisnis InternasionalJakarta : Rajawali
Pers, 2003), hal. 27.
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dalam hal pemohon wanprest&sstandby L/Gdapat digunakan untuk menjamin
pembayaran kembali kepadbligeejika obligator gagal melaksanakan prestasi
yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalatandby L/Cobligeeadalah penerima
danobligor adalah pemohof.

SelainStandby L/Omenjamin pelaksanaan kewajiban pembayastemdby
L/C juga menjamin kewajiban lainnya yang diperjanjikdadam kontrak yang
memungkinkan penerima memperoleh dana dalam hgdiewanprestasi .
Kewajiban lainnya tersebut misalnya : kewajiban pbaom untuk mengirimkan
barang dengan kwalitas tertentu, jika ternyataktdipenuhi oleh pemohon, maka
penerima dapat mencairk&tandby L/Gersebut.

Kemudian dalam hal pelaksanaan kontrak tidak tepsttu, dalam hal
demikianStandby L/Juga dapat dicairkan oleh penerima. Demikian jdgagan
pengiriman barang yang dilakukan ke tempat tujuangykeliru, dalam hal ini
Standby L/Cjuga dapat dicairkan oleh penerima. Singkatn$gandby L/C
merupakan alat penjamin yang dapat digunakan updoknan pelaksanaan
(performance guaranteeecara tidak terbat&s.

Menurut Boris Kozolchyk,Standby L/Cdibayar atas dasar pengajuan
dokumen yang menyatakan adanya wanprestasi atasaksa dasar. Sebagai
jaminan pembayaran atas dasar pengajuan dokumendypersyaratkan beserta
wesel atau permintaan pembayara®tandby L/C dapat mencakup setiap

kewajiban apa saja.

4.2. Standby Letter Of CredKlenurut Ketentuan Dalam UCP 600
Bahwa Standby L/Cmengambil alih bentuk hukum dari L/C, dan sama —
sama tunduk pada ketentuan dasar yang sama, yarRi°Namun sejak tanggal 1

8 syafrudin,op.cit, hal. 20.
87 Brooke Wunnicke dan Diane B Wunnicke.cit, hal 12

8 Boris Kozolchyk,The Emerging Law of Standby Letter of Credit andiB6&uaranteg
24 Arizona Law Review, 1982, hal.319, 320.

8 UCP 500, Artikel 1 dan UCP 600, Artikel 1.
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Januari 199%tandby L/Qiatur secara komprehensif dalémernational Standby
Practice 1998 (ISP 98), ICC Publication Nomor 590. Demikizekarang ini
ketentuan internasional atas Standby L/C dapatndikan dalam UCP (untuk
UCP 500 telah digantikan dengan UCP 600 yang herfaklai tanggal 1 Juli
2007) dan ISP 98, sedang istil8tandby L/Csendiri ditemukan oleh para pihak
yang menggunakan L/C sebagai alat penjathin.

Pada dasarnya Standby L/C diaplikasikan dalam ketenJCP 600 Artikel
1 (Application of UCP)engan istilateredit, yaitu >

“The Uniform Customs and Practice for Documentaryedits, 2007

Revision, ICC Publication no.600 (“UCP”) are rulethat apply to any

documentary credit (“credit”) (including, to the #nt to which they may be
applicable, any standby letter of credit) when te&t of credit expressly
indicates that it is subject to these rules. They lainding on all parties

thereto unless expressly modified or excluded étédit.”

Definisi kredit (credit) diartikan sebagai definisi standar dari L/C (tesoia
Standby L/¢ yang dipergunakan untuk transaksi dalam perdagairgernasional
(ekspor impor) yang dikenal seba@a@cumentry Credit

Ungkapan Documentary Creditdan Standby Letter of Credft tersebut
berarti setiap perjanjian, apapun namanya atau udaka dimana bankssuing
bank) bertindak atas permintaan dan instruksi seorasgb@(applicant) atau
atas namanya sendift :

a. Melakukan pembayaran kepada pihak keflgeneficiary)atau ordernya

(orang yang ditunjuk pihak ketiga), atau mengakdep membayar

% Michael RoweGuarantees : Standby Letter of Credit and OtheruBes, (London :
Euromoney Publications, 1987).

%1 UCP 600, Artikel 1.

92 Menurut UCP 600, Artikel 2, creditetter of credit)berarti setiap pemufakatan, seperti
apapun sebutan dan uraiannya, yang tidak dapatkdii@mbali dan oleh karena itu merupakan
jaminan yang pasti daiissuing bankuntuk membayar suataomplying presentatior{suatu
penunjukan yang sesuai dengan syarat dan kond@3i L/

% Amir MS, Letter of Credit, Dengan Pembahasan Khusus StahfByalam Bisnis
Ekspor Impor(Jakarta : PPM, 2005), hal.17
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wesel —wesel yang ditarik oldteneficiary;

b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pgarian tersebut,

atau untuk mengaksep dan membayar wesel —wesebtersatau

c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegositss, penyerahan

dokumen —dokumen yang ditetapkan, asalkan persyaddn kondisi
dari kredit yang bersangkutan sudah dipenuhi ;

Seperti halnya dengan L/Gtandby L/Cmerupakan kontrak yang terpisah
dari kontrak dasal® Standby L/Cmerupakan jaminarfguaranty) pembayaran
yang didasarkan pada kesesuaian dokumen -dokumen ¢@jukan dengan
persyaratan masing- masing instrumen tersel@tandby L/C juga hanya
berurusan dengan dokumen —dokumen, artinya dalalakgamaannya tidak
dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak dasar yangdasen penerbitannya
(independent guaranty) Sehingga dalam prinsimdependent guarantyni,
kewajiban bank penerbit atas pembayaran klaim naganprimary obligation®

Prinsip pencairan dilakukan berdasarkamimary obligation dalam
independent guarantydalah :

a. Kewajibanindependent guarantgelalu merupakan kewajiban penjamin,

bukan kewajiban pihak yang dijamin.

b. Kewajiban pembayaran kepadbeneficiary merupakan kewajiban

penjamin saja, dan bukan kewajiban pemodpagranty.

4.3. Jenis — JeniStandby Letter Of Credit

Bahwa tujuan darStandby LCadalah untuk menjamin kompensasi bagi
penerima, bila pemohon gagal dalam membayar atdakol@n tugas terhadap
penerima. Disatu sisi pencair&tandby L/Csangat fleksibe{very versatile)dan
dapat dipakai untuk menjamin keperluan apa sajag ydapat terjadi, yaitu

dipergunakan untuk :

9 UCP 500, Artikel 3 dan 4 atau UCP 600, Artikelah 5.

% Apabila jaminan perbankan merupak@ependent guarantgprinsip kesatuan kontrak,
misal bank garansi) , maka kewajiban bank penathg pembayaran klaim merupalksatondary
obligationdan kewajiban pihak yang dijamin sebagiinary obligation
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1. Pembayaran utan@ayment)

Bahwa pihak berutang minta kepada bank untuk menjarrangnya
dengan diterbitkanStandby L/Cdan apabila pihak berutang tidak
melaksanakan pembayaran utangnya pada waktu ykaigdisepakati,
maka bank akan melunasi utang tersebut ke si hargutepat pada
waktu yang telah disepakati dengan mencairg@andby L/Ctersebut.
Ketika akan diterbitkanStandby L/C pihak yang berutang selaku
applicant harus telah memenuhi persyaratan bank, misalnyaemehi
syarat tertentu sehingga bank menguasai assetigabg untukcover
Standby L/Ctersebut atau si berutang telah menyimpan sejumlah

uangnya di bank.

2. PelaksanaafPerformance)jenis —jenis diantaranya adalah :

a. Bid Bond/Tender Bondadalah jaminan untuk mengikuti tender di
mana selaku penerima jaminan adalah pihak bohirng(ya
mengadakan tender/pihak pemberi kerja/pelaksanaandgl
Kesepakatannya adalah jika peserta tender setelahgl dibuka
menjadi pemenang dan tertunjuk melaksanakan pakegkan tetapi
ternyata tidak sanggup menepati janjinya untuk ksalaakan
pekerjaan itu, mak&tandby L/Cdicairkan untuk menutup kerugian
pelaksanaan lelang itu.

b. Performance Bondadalah jaminan pelaksanaan pekerjaan, yaitu jika
pekerjaan tidak dilaksanakan maka pemberi kerjaadkemencairkan
Standby L/Quntuk menutup kerugian tidak terlaksananya peéarja
diantaranya untuk mencari pengganti pelaksana jaeker

c. Repayment Bondadalah jaminan pembayaran kembali suatu
pelunasan, misalnya untuk pembelian barang modalgaie
pembayaran secara mengangsur.

d. Retention Bondadalah jaminan pembayaran berdasada@redule
dimana pihak penerima jaminan berhak mencaiftandby L/ila

lewatschedulgpembayaran.
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e. Maintenance Bondadalah jaminan masa pemeliharaan pekerjaan
atas suatu pelaksanaan pekerjaan yang telah sélesdila selama
waktu tersebut terjadi kerusakan akan diperbaikn gelaksana, dan
jika pelaksana tidak sanggup memenuhi kewajibanmgiea pemberi
pekerjaan akan mencairk&tandby L/Ctersebut untuk membiayai

perbaikan yang diperlukan.

4.4. Proses Pencair&tandby Letter Of Credit

Sebagai independensi garansi, proses pencaBamdby L/C dapat
terlaksana dengan relatif mudah. Pencairannya uklk atas pemenuhan
dokumen —dokumen yang dipersyaratkan dal&tandby L/C itu sendiri.
Sepanjangbeneficiary mengajukan kepada bank penerbit sebagsrantor
semua dokumen yang dipersyaratkan tidak terdapayimpeangan fisik dan
substansi dokumen, maka bank penerbit wajib menmbayai Standby L/C
tersebut. Mengingat dasar pembayatandby L/Cadalah terjadinya wanprestasi
atas transaksi dasar yang dijamin, maka dalam penc&tandby L/Cjuga
diperlukan dokumen yang menyatak@ttestation letterjerjadinya wanprestasi
tersebut. Dokumen yang memuat pernyataan wanpresiapada umumnya
dibuat olehbeneficiary kecuali dalamStandby L/Cdiatur lain (misalnya dibuat
oleh pihak ketiga§®

Dalam pencairatstandby L/Ctidak dapat dimintakan pembayarannya oleh
beneficiaryjika beneficiarytidak mengajukan dokumen yang menyatakan bahwa
pihak yang dijamin telah wanprestasi. Keberadadtumen yang demikian ini
merupakan suatu keharusan karestandby L/Chanya dapat dicairkan jika
terdapat wanprestasi atas pelaksanaan kewajibaak piang dijamin sedang
keberadaan wanprestasi tersebut harus dinyatakaaraseeksplisit dalam
dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat merupakannaekuersendiri atau

menyatu dalam dokumen permintaan pencéstamdby L/C

% Amir MS, “Letter of Credit, Pembahasan Khusus UCP 600 dan Standby L/C, rtdaka
PPM, 2009), hal.260.
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Ketika timbul wanprestasi pada pelaksanaan kewajdgaplicant maka
timbul kewajiban pembayaran bagi bank penerbit. &#an pembayaran ini
bersifatprimair, artinya ketikabeneficiarymencairkanStandby L/C maka bank
penerbit berkewajiban segera membayar sepanjaaly dgbenuhinya persyaratan
Standby L/C Bank penerbit tidak boleh mengaitkan pembay&standby L/C
dengan pemenuhan kewajibapplicantkepada bank penerbit.

Sesuai dengan prinsip independensi, pelaksanaaajikaw bank penerbit
adalah terpisah dengan pelaksanaan kewajipplicant Akibatnya, bank
penerbit wajib membayaoeneficiary terlepas dariapplicant telah atau belum
melakukan pembayaran kembali kepada bank pen&dik penerbit juga tidak
akan meneliti keabsahan formal dan keabsahan sisbstekumen yang diajukan
oleh beneficiarykarena bank penerbit tidak memiliki tanggung jawabngenai
hal ini.

Dalam transaksiStandby L/C benenficiary juga tidak berhak meminta
pembayaran Standby L/C langsung kepadaapplicant sebagai pihak yang
wanprestasi. BerdasarkeBtandby L/C applicant bebas dari kewajiban untuk
melakukan pembayaran kepadaneficiary Ketiadaan hakbeneficiary untuk
mendapatkan pembayaran langsung dgplicant adalah konsekwensi dari
aplikasi prinsip independensi dalam transaksindby L/C Berdasarkan prinsip
independensi ini, maka kewajiban pembayaran Stasdby L/Cadalah selalu
merupakan kewajiban bank penerbit.

Standby L/Csebagai jaminan perbankan internasional, dengamsipr
independensinya cukup populer secara internasiotigebabkan karena
kemudahan pencairannya ketika terjadi cidera jeatjs transaksi bisnis
internasional yang dijamin dengamdependent guarantytersebut. Pada
independent guarantypbank penerbit selalu memikul kewajiban utarpanfary
obligation).®’

Pada independent guarantyini primary obligation selalu ada pada

9 Syafrudin, ‘Guaranty, Rules, Type of Product, Mechanism, $gndC & Bank
Garansj” (Makalah disampaikan pada pelatihan karyawarBER Tbk. Jakarta, Puncak — Bogor,
27 November 2008), hal. 31.
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guarantor Dengan pendekatan lain, dalam hubungannya debegaeficiary
kewajiban pembayaranndependent guarantyselalu merupakan kewajiban
guarantor, bukan kewajibamapplicant

Seperti telah dikatakan diatas, bahwa sebagdependent guaranty
pencairanStandby L/Cdapat dilaksanakan dengan relatif mudah. Bankrpéne
dalam pelaksanaan pencairédtandby L/C tidak bertanggung jawab atas
kebenaran transaksi yang dinyatakan masing —masdioiumen. Hal ini
dikarenakan sebagandependent guaranty, Standby LAglalah kontrak yang
terpisah dari kontrak dasar yang memuat pengattrearsaksi dasar. Dengan
perkataan lain,Standby L/C adalah jaminan perbankan internasional yang
independentdari kontrak dasarStandby L/Cjuga independentdari kontrak
penerbitan Standby L/C yang dinamakan dengan prinsip independensi
(independent principle)

Prinsip independensi ini telah diakui eksistensinyaik dalam putusan —
putusan pengadilan internasional maupun dalam WOPatau UCP 600 dan ISP
98. Convention on Independent Guarantees and Standtigr&eof Creditjuga
memuat ketentuan prinsip independensi, sehinggaiprindependensi ini berlaku
universal®

Prinsip independensi dan prinsip keterikatan padkuhen adalah dua
prinsip yang secara hukum dan pengaturan dapatatik@n satu terhadap
lainnya, namun dalam praktik keduanya merupakaun lsedatuan. Ketika prinsip
independensi diaplikasikan, maka dengan sendiripyasip keterikatan pada
dokumen juga turut diaplikasikan. Bahkan, keduagip ini dapat dinamakan
hanya sebagai prinsip independensi. Namun keduasipriini tidak dapat
dinamakan hanya sebagai prinsip keterikatan pa#tanden. Alasannya adalah
pada saat prinsip keterikatan pada dokumen ditaragidak berarti dengan
sendirinya prinsip independensi juga diterapkanl ida berarti bahwa walau
kedua prinsip dimaksud sama pentingnya dan bersamea berlaku universal,

namun dalam keberlakuan itu prinsip independensihlelominan dibanding

% Ramlan GintinglLetter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisfiskarta : Salemba
Empat, 2007), hal.148.
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dengan prinsip keterikatan pada dokumen.

Pada saat dikatakan bah@&tandby L/Gerpisah dari kontrak dasar dan juga
kontrak penerbitan L/C, maka dapat dikatakan juglawa Standby L/Cterpisah
dari transaksi dasar dan transaksi pemberian kr&tihingga sesuai dengan
ketentuan, Standby L/C akan dicairkan sepanjanbeneficiary mengajukan
dokumer® yang menyatakan bahwapplicant wanprestasi atas pelaksanaan
kontrak dasar (transaksi dasar) yang dijamin derfandby L/Cterlepas dari
pelaksanaan kontrak dasar secara aktual. Selainnmk yang menyatakan
wanprestasi, sudah pa$teneficiaryjuga harus menyerahkan dokumen lainnya
yang diminta dalanstandby L/C

Dalam hal beneficiary mengetahui bahwapplicant wanprestasi dalam
pelaksanaan kewajibannya berdasarkaaerlying contract beneficiary boleh
mencairkanStandby L/Ckepada bank penerbiBeneficiaryberhak mencairkan
Standby L/Csegera dengan memperhatikan batas waktu pengdgkamen atau
batas waktu berlakuny&tandby L/C Standby L/Cyang dicairkan setelah
berakhirnya batas waktu pengajuan dokumen atau bertakunyaStandby L/C
adalah penyimpangan, sehingga bank penerbit bolemolak permintaan
pencairan yang demikian itu kepada beneficiaty.

4.5. KelemahanStandby Letter Of Credit

Sebagaimana telah disampaikan diatas baBtemdby L/Cadalah jaminan
pembayaran(guaranty of paymentdari bank penerbit kepadbeneficiary
Realisasi pembayaran hanya akan dilakukan oleh bpakerbit kepada
beneficiaryketikabeneficiarymeminta pembayaran dengan mengajukan dokumen

yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin wanpreisatarta dilengkapi

% Dokumen tersebut berupa Surat Pernyataan kegagelanprestasi) pemohon yang
diterbitkan oleh penerima kredit itu sendBtandby L/Csebagai kredit khusy€lean L/C)dalam
pencairannya cukup dengan memberikan Surat Peenyattau Kesaksian yang lazim dikenal
dengan istilafAttestation Letter

19 secara prinsip bank penerbit dapat menolak pembaagiandby L/Cyang telah jatuh
tempo tersebut, kecuali jika bank penerbit secasugtik masih bersedia melakukan pembayaran
atasStandby L/Cyang telah jatuh tempo maka pembayaran yang damikierupakan diskresi
dari bank penerbit.
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dokumen lainnya bila disyaratkan dal&tandby L/C

Standby L/C diterbitkan oleh bank penerbit di suatu negaraakep
beneficiary di negara lain.Standby L/Cadalah kontrak bilateral antara bank
penerbit dengabeneficiarydan kewajiban pembayaran dari bank penerbit adalah
untuk keuntungabeneficiaryatau pihak lain yang ditunjuk oldfeneficiary

Sesuai dengan sifatny&tandby L/Cmerupakanindependent guarantgan
jugadocumentary guarantgertairrevocable guarantyDengan demikian, prinsip
independensi dan prinsip keterikatan pada dokuneelaku untukStandby L/C
Standby L/Cadalah alat penjaminan yang hanya dapat dibataditan diubah
dengan persetujuabeneficiary ini berarti bahwa bank penerbit tidak dapat
membatalkan atau mengub&tandby L/Ctanpa persetujuabeneficiary Sifat
irrevocability ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepaeiaeficiaryakan
kewajiban pembayaran dari bank penerbit kepaelaeficiary ketika applicant
wanprestasi.

Sesuai prinsip keterikatan pada dokumen, pelaksaBandby L/Chanya
didasarkan pada pengajuan dokumen yang dipersgaratklamStandby L/C
Dalam hal ini bank hanya berurusan dengan dokumeéokamen, tidak dengan
barang. Karena sebenarnya, prinsip independesipdiasip keterikatan pada
dokumen selain dibuat untuk tujuan kelancaran pela&an perdagangan
internasional juga dapat dimanfaatkan oleh pihaigyeritikad tidak baik untuk
tujuan melakukan penipuan

Bank dalam menangani transaksstandby L/C tidak diwajibkan
memperhatikan realisasi kontrak dasar sebagai dasaerbitan fandby L/C
Bank hanya bertanggung jawab terhadap pelaksamaasaksiStandby L/C
dalam rangka pemenuhan dokumen terhadap syarakaladisi Standby L/C
tersebut.

4.6. Penipuan / Kecurangafraud) Dalam PencairaStandby L/C
Fraud (penipuan/kecurangan) merupakan suatu tindakangy yhiiakukan
secara disengaja dan dilakukan untuk tujuan pribtadi orang lain, dan tindakan

yang disengaja tersebut telah menyebabkan keruggan pihak tertentu atau
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institusi tertentu. Dalam katfaud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai
makna yang terkandung didalamnya, sep#tti :

Kecurangan ;
. Kebohongan ;

. Penipuan ;

. Penggelapan barang —barang ;

1.
2
3
4. Kejahatan :
5
6. Manipulasi data — data ;
7

. Rekayasa informasi ;

Ada beberapa definisi tentafrgud, salah satunya adalah pendapat dari Joel
G Siegel dan Jae K Shim yang menjelaskan bahwa :

" fraud merupakan tindakan yang disengaja oleh peroraatmnkesatuan
untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerudidmsusnya terjadi
misrepresentation(penyajian yang Kkeliru) untuk merusak, atau dengan
maksud menahan data bahan yang diperlukan untakgaeiaan keputusan
yang terdahulu”.

Dalam Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh Amividjaja Tunggal,
dijelaskan bahwa :

" fraud is a generic embrancing all the multifariooseans which human
ingenuity can devise, which are resorted to by omhvidual, to get an
advantage over another by false repersentation diiiinite and invariable
rule can be laid down as a general proposition iefiding fraud, as it
includes surprise, trick, cunning and unfair wayg Wwhich limit human
knavery”.

(Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbragam alat seseorang
individual, untuk memperoleh manfaat terhadap piaakdengan penyajian
yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tahkgakali dapat ditetapkan
sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurarkmena kecurangan
mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dara —cara yang tidak
layak/wajar untuk menipu orang lain).

Jika ditarik kesimpulan, dapat dikatakan bahwa aiah fraud tersebut

101 jrtham Fahmi, Analisis Kredit dan Farud Pendekatan Kualitatif dauantitatif
(Bandung : PT Alumni, 2008), hal. 176.
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merupakan sesuatu yang disebabkan oleh keingiregorseng yang teraplikasi
dalam bentuk perilakunya untuk melakukan suatuattad yang menyalahi
aturan. Sehingga penipudinaud) adalah perbuatan yang tidak didasarkan pada
prinsip itikad baik'®> Dan bila terdapat penipuan dalam trasaksindby L/C
maka penipuan dapat terjadi pada pelaksanaderlying contracttau pengajuan
dokumen — dokuméff® berdasarkastandby L/C

Dalam Standby L/C dokumen — dokumen yang tertulis dan dapat dibaca
meliputi tulisan surat, peta, simbol dan angka samsérta gambar. Sehingga
penipuan dalam pelaksanaanderlying contractatau pengajuan dokumen —
dokumen dalamStandby L/Cdilakukan dengan menggunakan dokumen fiktif
yang mengandung pengertian dokumennya yang fkagdng, tidak ada) ataupun
dapat mengandung pengertian bahwa yang tertulistattera dalam dokumennya
yang fiktif (yang tertulis, tertera dalam dokumeanydak ada). Dokumen fiktif
yang tertulis, tertera dalam dokumennya yang tadd banyak digunakan untuk
memenuhi persyaratan atau ketentuaan sehingga lappbrsyaratan atau
ketentuan itu telah dipenuhi dapat menimbulkan aesinak terhadap benda
walaupun hak tersebut timbul kemudidh.

Penipuan adalah satu — satunya pengecualian yangh@nekewenangan
kepada pengadilan untuk melakukan intervensi dal@nsaksiStandby L/C
Penipuan dalam transakStandby L/Cadalah penipuan yang dilakukan oleh
beneficiaryterhadap bank penerbit atau terhadap bank yaogjalit (hominated
bank oleh bank penerbit untuk melakukan pembayaramk&iandby L/Ckepada
beneficiary

Ketika terdapat penipuan dalam pelaksan&tendby L/Ckedua prinsip
independensi dan prinsip keterikatan pada dokunugirgdemi hukum. Artinya,

192 Menurut ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH #&ardsemua perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik (good faithatau contractus bonafidei «kontrak berdasarkan
itikad baik) yaitu setiap perjanjian itu harus dilaksanakamunet kepatutan dan keadilan.

193 Dokumen menurut Tb Irman S mempunyai pengertiagalaesesuatu yang tertulis,
tertuang, terekam dalam kertas atau sarana peratshingga mengandung suatu pengertian yang
dapat dilihat, didengar dan dibaca.

1%4Th Irman SAnatomi Kejahatan PerbankatBandung : MQS Publishing, 2006), hal. 82.
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pengadilan berhak untuk menetapkan bahwa pembaysta@mby L/Cwajib
ditolak atas dasar keberadaan penipuan. Dalam rhal penerapan prinsip
independensi dan prinsip keterikatan pada dokurredratkan oleh pengadilan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelum®&yandby L/Cdibayar ketika
applicantwanprestasi. Pembayara®tandby L/ilakukan atas dasar penerapan
prinsip independensi dan prinsip keterikatan paglaithen, namun bila penipuan
ditemukan dalam pelaksanaamderlying contractatau dalam pelaksanaan
pengajuan dokumen —dokumen berdasarBsmdby L/Cmaka bank penerbit
wajib menolak pembayargtandby L/Gersebut.

Jika terjadi penipuan, prinsip independensi damsgi keterikatan pada
dokumen yang seharusnya diterapkan menjadi dit@lekerapannya, karena
ketika terjadi penipuan makanderlying contractkontrak penerbitaStandby L/C
dan Standby L/Citu sendiri kembali menjadi satu kesatuan. Ketgatrak itu
harus diperlakukan sebagai kontrak —kontrak yang nyate dan
penanganannyapun dilakukan secara terpadu.

Terjadinya penipuan dalam pelaksanaaderlying contracekan membawa
konsekwensi ditolaknya pembayar&andby L/C Demikian juga bila terdapat
penipuan dalam dokumen —dokumen yang diajukany teifa akan membawa
konsekwensi pada penolakan pembay&tamdby L/C

Penipuan dalam transkaStandby L/Cadalah penipuan yang terjadi dalam
hubungan kontraktual antara bank penerbit lb@meficiaryyang mana penipuan
itu harus dilakukan oleheneficiary®®. Penipuan yang terjadi dalam pelaksanaan
underlying contraciyang pelakunya bukdreneficiaryjelas jelas tidak merupakan
penipuan dalam transak$tandby L/C sehingga tidak menjadi dasar bagi
dilakukannya penolakan pembaya@tandby L/C%

Penipuan dalam transakStandby L/Crelatif mudah terjadi jikdbenficiary

bermaksud untuk melakukannya. Bank penerbit mekyembayarastandby

195 penipuan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiganun dengan sepengetahuan atau
persetujuatbeneficairy

1% penipuan yang demikian dari sisi hukum tetap makap penipuan, namun
penyelesaiannya dilakukan oleh mereka sendiri Isartanunderlying contract
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L/C atas pengajuan dokumen olbkeneficiary yang menyatakan telah terjadi
wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban pihak yigangid. Bank penerbit tidak
akan memeriksa kebenaran isi dokumen lainnya yaajgkan olehbeneficiary
dalam kerangka pemenuhan persyar&@tamdby L/C Sekiranya pernyataan yang
dibuat oleh beneficiary ini adalah palsu, maka bank penerbit tidak akan
mengetahuinya kecuali ada pihak ketiga yang menaberkannya kepada bank
penerbit dan pernyataan palsu ini adalah penipatrdtransaksstandby L/C

Jika kemudian setelah bank penerbit melakukan pganba kepada
beneficiary applicant membantah telah wanprestasi ma&gplicant berhak
menuntut ganti rugi darbeneficiary sebesar kerugian yang dialaapplicant
Dasarapplicantuntuk menuntut ganti rugi kepateneficiaryadalahunderlying
contractantaraapplicantdengarbeneficiary PembayaraStandby L/Cyang telah
dilakukan bank penerbit kepatlaneficiarysecara hukum tetap sah.

Namun, jika sebelum bank penerbit melakukan pembay@tandby L/C
dan applicant memberitahukan kepada bank dimaksud bahwa tergepégpuan
maka bank penerbit harus mempertimbangkan kebenargadinya penipuan
dimaksud yang didukung dengan bukti tertulis, mdidank penerbit wajib
menolak permintaan pencaira8tandby L/Ctersebut. Sebaliknya jika bank
penerbit tidak menyakini kebenaran terjadinya pesip maka bank penerbit
tetap berhak melakukan pembayaraé@tandby L/C berdasarkan prinsip
independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen.

Penipuan memang tidak diatur dalam UCP, karenapénipuan adalah
pengecualian(exeption) dalam prinsip independensi dan prinsip keterikatan
dalam pelaksanaaBtandby L/C Adapun tindakan yang harus dilakukan oleh
issuing bank dalam hal terjadi penipuan, adalah :

a. Jika mengetahui adanya penipuan @gplicantsebelum atau pada saat
melakukan pembayaran, maisguing bankwajib menolak pembayaran
kepadabenefiaciry

b. Jika mengetahui adanya penipuan dapplicant setelah melakukan
pembayaran kepadaeneficiary maka terjadinya penipuan tersebut
bukan tanggung jawalssuing bank Pihak — pihak di dalam kontrak
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dasar yang harus menyelesaikan penipuan tersebntissuing bank
harus dilepaskan dan dibebaskan dari tanggung jawab
Penipuan harus dibuktikan dengan alat —alat baktbila alat - alat bukti yang
disampaikan oleh applicant tidak meyakinkasuing bank makaissuing bank
atau applicant dapat meminta kepada Pengadilan untuk mendapatkan
injunction®’

Terkait dengan pelanggaran kontradgnction merupakan upaya pemulihan
yang diputuskan oleh pengadilan sebagai alternatitik adanya pelaksanaan
yang spesifik gpecific performange Injunction tersebut dibedakan dalam dua
jenis, yaitu mandatory injuction apabila putusan tersebut memerintahkan
dilakukannya suatu tindakan tertentu, damhibited injunctionyaitu apabila
putusan tersebut melarang dilakukannya suatu tavdetentu®®

Satu hal yang patut dipahami oleh bank penerbitahdposisi mana pun
yang dipilih oleh bank penerbit, potensi bank pbitedigugat olehbeneficiary
atau applicant yang merasa tidak puas atas diskresi bank pénetap ada.
Potensi gugatan ini tidak dapat dihindari karenaupakan risiko bisnis bagi bank
penerbit.

Gugatan dapat diajukan olepplicant atau beneficiary kepada peradilan
umum atauabitrase sesuaichoice of forumdalam Standby L/Cdan sekiranya
choice of forumtersebut tidak ada, pengadilan umum adalah forang ytepat
untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Peraditaum berkompetensi untuk
menyelesaikan gugatan dimaksud dengan memperhititisadiksi mengadilt®®

Penunjukan pengadilan umum sebagai forum yang tepatuk
menyelesaikan perselisihan terhadap pelanggaraam pausip — prinsip keadilan

yang mendasar sifatnya adalah sesuai dengan pamikintang ketertiban umum

197 |njunction dalam hal ini adalah putusan pengadilan yang metgissuing bankuntuk
membayar kepadaeneficiarydan mendebet rekeningicant Injunction sebagai dasar dari
issuing bankuntuk menolak pembayaran kepdudmeficiary

198 Agus Yudha HernokoHukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Korktra
Komersial(Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hal.57.

199 Arbitrase tidak berkompeten untuk menyelesaikamglseta tanpa adanyehoice of
forumyang merujuk pada arbitrase.
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(public orde)**® dalam Hukum Perdata Internasional yang pada dgsdrertitik
tolak dari anggapan dasar bahwa sebuah pengadiEahabagian dari struktur
kenegaraan yang berdaulat dan karena itu pengadiemvenang untuk
memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara — goarkyang diajukan
kepadanya'*

Prinsip yang digunakan untuk menetapkan pemikiemang ketertiban
umum adalah jika pemberlakuan sistem/kaidah huksimgadapat menimbulkan
akibat —akibat berupa pelanggaran terhadap seedidi-pokok hukum setempat
(lex fori), maka sistem/kaidah hukum asing itu dapat dikesagkan dengan
dasar "demi kepentingan umum” atau "demi ketertibarum”.

Sejalan dengan itu, Martin Wolff beranggapan balvesalahordre public
merupakan :

" exeption to the application of foreign lafpengecualian terhadap

berlakunya kaidah hukum asingd)™
Apabila hakim beranggapan bahwa pemberlakuan U&lBr(dhal terjadi gugatan
yang diajukan olelapplicant atau beneficiary kepada peradilan umum apabila
terjadi kasus penipuan pada pelaksan&andby L/C) dapat mengganggu
kepentingan nasionéx fori (atau kepentingan umum), maka berdasarkan alasan
ketertiban umum hakim dapat mengesampingkan ketergenundukan terhadap
UCP (yang telah dipilih oleh para pihak ) dan menai@kan hukum nasiongtx

fori dengan memperhatikan jurisdiksi mengadili .
4.7. Perbedaan Dan Persamaa®andby L/C denganLetter Of Credit
Bila Standby L/Cdibandingkan dengahetter of Credit maka terdapat

beberapa perbedaan pokok sebagai berikut :

Pertama

110 Beberapa istilah lainordre public (Perancis)ppenbare ordgBelanda) public policy
public order(Inggris) atau kepentingan umum (Indonesia).

11 Bayu Seto Hardjowahon®@asar- Dasar Hukum Perdata Internasion&Bandung : PT
Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 122.
12 Martin Wolff, Private International Law(Oxford, 1950), hal. 168.
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Standby L/Cmerupakan alat penjaminan, sedangkaatter of Credit
merupakan alat pembayaran.

Kedua
Standby L/Cmenjamin pembayaran dan pelaksanaan transaksr, dasa
sedangkai.etter of Creditmemastikan pembayaran harga transaksi dasar.

Ketiga

PencairanStandby L/Cdilakukan atas dasar terjadinya wanprestasi atas
transaksi dasar yang dinyatakan dalam dokumen,ngkda pencairan
Letter of Creditdilaksanakan atas dasar terlaksananya transadasi gang
dinyatakan dengan dokumen —dokumen yang dipergygaratalanmletter

of Credit

Namun, baik Standby L/C maupun Letter of Credit @amsama memiliki
prinsip yang sama, yaitu keduanya merupakan kowyaakindependenterhadap
kontrak dasar dan juga terhadap kontrak peneri8tandby L/CataulLetter of
Credit yang melandasi penerbitanmyd Disamping itu prinsip pencairédtandby
L/C danLetter of Creditsama — sama didasarkan pada prinsip keterikatda pa
dokumen.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keterikatanapdokumen tidak dapat
dipisahkan dengan dari penerapan prinsip indepanddfedua prinsip ini
bagaikan "satu mata uang yang memiliki dua sisiétika prinsip keterikatan
pada dokumen diaplikasikan dalam pemeriksaan dokurgokumen untuk
menentukan pembayaran, maka dengan sendirinyaigprindependensi juga
diaplikasikan dalam pemeriksaan dokumen —dokumeraksud. Hal yang sama,
ketika prinsip independensi diaplikasikan dalam eeksaan dokumen —dokumen
untuk menentukan pembayaran, maka pada saat yargpnisan prinsip

keterikatan pada dokumen juga turut diaplikasikan.

113 Dengan tidak adanya hubungan antara kontrak dissgan dengan Standby L/C dan
Letter of Credit, maka nasabah (applicant) tidalpatameminta bank penerbit untuk tidak
melakukan pembayaran dengan alasan tidak sesugam&ontrak.
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Prinsip keterikatan pada dokumen dan prinsip indédeesi dibedakan
dalam pengaturannya dalam UCP 600, namun pembedasatak berlaku dalam
praktek pemeriksaan dokumen untuk penentuan pemday®alam praktek
pemeriksaan dokumen di bank, petugas pengecekanmawk tidak pernah
memiliki mind setyang membedakan penerapan kedua prinsip diatas.

Petugas pengecekan dokumen memeriksa dokumen —dakumtuk
menentukan kesesuaiannya dengan persyaratan dokaikedalamStandby L/C
maupun L/C. Dalam pemeriksaan ini, petugas hanya memerikdainden —
dokumen yang diajukan sebagaimana disebutkan dalandby L/CataupurL/C.
Petugas tidak memeriksa kontrak jual beli termadakumen —dokumen yang
disebutkan dalam kontrak jual beli. Batandby L/Cdan Letter of Credit
merupakan dokumen bank, sementara kontrak jual rbeliupakan dokumen
penjual dan pembeliMind setbank yang demikian ini merupakan penerapan
prinsip keterikatan pada dokumen dan prinsip inddpasi.

Standby L/Cdan Letter of Creditsampai sekarang ini belum diatur secara
komprehensif dalam peraturan perundangan di IndanBsmun baik Standby
L/C maupun Letter of Credit diatur dalam ketentuan yang berlaku secara
universal yaitu UCP 500 atau UCP 600. Khusus terhgslamdby L/Gdapat juga
diberlakukan ISP98.

Bank dapat memberlakukan UCP 500 atau UCP 600 daph#&ransaksi
Standby L/Cyang tentunya juga dapat memberlakuk&tandby L/Cterhadap
ISP98'* dengan didasarkan pada asas kebebasan berkomimgktglah dianut
secara universal berdasarkan prinsip — prinsip dasar hukum perdggan
internasionat™

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak terdapatdasasal 1338 KUH
Perdata. Asas kebebasan berkontrak, yaitu membekikhebasan kepada para

14 International Standby Practice$998 (ISP98), ICC Publication nomor590, disingkat
dengan ISP98. ISP98 ini berlaku mulai tanggal 1uden1999, yang merupakan seperangkat
ketentuan untuStandby L/C

15 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasiondlakarta : PT RajaGrafindo Persada,
2004), hal.15.
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pihak untuk membuat hukum sendiri dalam bidang riedeit°

Baik terhadagstandby L/GnaupunL/C otentifikasikeabsahannya dilakukan
dengan menerbitkan/mengirimkan beri&andby L/Cataul/C ini dapat melalui
sarana komunikasi surat, yaitu dengan diteliti satethgan daspecimerStandby
L/C ataul/C tersebut. Dan apabila penerbitan/pengirirSéandby L/Cataul/C
ini melaluitelex maka pengujian keabsahannya melalui ang&bkeyatau sandi.
Akan tetapi pada umumnya sekarang sarana pendgategiriman berita
Standby L/CmaupunL/C dilakukan dengarswift, yaitu dengan melakukan
penelitian keabsahannya dengess word

Tata cara pengiriman/penerbitan melalui sarana kdwmsi swift ini paling
populer dilakukan oleh bank penerbisspiingopening bank kepada bank
korespondenadvising bank dimana antarassuing bankdenganadvising bank
mempunyai hubungamagency arrangemenatau saling mempunyai hubungan
tukar menukar dokumen pengawasan, sehingga 3tagdby L/Cataul/C yang
dibuka olehissuing bankepada bank koresponden dapat diotentifikasi.

Adapun SWIFT merupakan singkatan daaciety for Worldwide Interbank
Financial Telecomunicationsyaitu perkumpulan antar bank sedunia untuk
telekomunikasi di bidangnanciil yang merupakan piranti telekomunikasi yang
diciptakan oleh ICC Ifiternational Chamber Commeigdayaknya kadin skala
internasional. Oleh karena keberadaavift yang demikian tunduk pada UCP

yang berlaku’

5. Bank Garansi Dalam Transaksi Perbankan
5.1. Pengertian Bank Garansi

Berbeda dengaStandby L/Cbank garansi pada dasarnya digunakan untuk
transaksi bisnis domestik. Disamping itu bank gsiraislak memiliki ketentuan

internasional seperttandby L/C bank garansi adalah produk hukum domestik.

16 Menurut Prof Subekti, asas kebebasan berkontekurot ketentuan dari pasal 1338
KUH Perdata adalah bahwa segala perjanjian yamgatlisecara sah, berlaku sebagai undang —
undang bagi mereka yang membuatnya. Akibatnya me&fayang mereka buat tersebut mengikat
kedua belah pihak. Sehingga orang leluasa untukgatkxkan perjanjian apa saja, asal tidak
melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

17 syarif Arbi, Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Neg€rbgyakarta : BPFE, 2007), hal.
62.
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Namun, sama halnya deng&tandby L/C bank garansi dapat digunakan untuk
penjamin pembayargpaymentdan pelaksanaan kontrgkerformance)

Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjiaanggangan yang
diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII pasal 1820 sangmgan pasal 1850 Kitab
Undang — Undang Hukum Perdata (KUH Perddf)istilah garansi sendiri
berasal dari bahasa Ingggsaranteeyang berarti menjamin atau jamiridhdan

berasal dari bahasa Belarghrantieyang artinya jaminaff°

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan barik, y&*

"suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan olemkbatas permintaan
nasabahnya (terjamin) untuk menanggung suatu résitentu (penggantian
kerugian) yang timbul jika pihak terjamin tidak @hp memenuhi
kewajibannya dengan baik kepada penerima jamibaneficiary)sesuai
dengan yang diperjanjikan”.

Bank garansi merupakan suatu pernyataan bank yasggikatkan diri
untuk menjamin pihak lain dalam suatu transaksigdannasabah bank dan
bilamana nasabah wanprestasi, maka bank akan mang@mbayaran daripada
kewajiban nasabah tersebut. Dengan demikian bardngjadiberikan oleh bank
kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan baydugrsifatnya menunjang
nasabah yang akan melakukan kegiatan usaha yaalg mémbutuhkan kredit
dari bank??

Dalam suatu pemberian bank garansi, terdapat tigek fyang terkait, yaitu

18 Herlien BudionoKumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang KenotanatBandung
: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.392.

119 Daeng NajaHukum Kredit dan Bank GarangBandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005),
hal.157

120Thomas Suyatno Thomas Suyatno etkelembagaan Perbankgdakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal. 59.

121 syamsu IskandaBank dan Lembaga Keuangan Lafdakarta : PT Semesta Asa
Bersama, 2008) hal.205.

122 Thomas Suyatno Thomas Suyatno etag.,cit, hal. 59.
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.123

a. Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang membejiaman.

b. Terjamin, yaitu pihak yang dijamin oleh bank.

c. Penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jamdeanbank.
Dengan adanya bank garansi, maka bank harus memkagada pihak yang
dijamin on first demand and not withstanding any contestatsebagaimana
diputuskan pada arrest 13 Juni 1980, HR 12 Mar8218lJ 1982, 267. Arres
tersebut memutuskan bahwa':

"Tujuan dari suatu garansi bank sebagai bagianldlariintas internasional
adalah bahwa bank atas permintaan pertama dak péaerima jaminan,
dan semata mata karena pemberitahuan bahwa klieak(gang dijamin)

telah melakukan wanprestasi, dengan segera memjoay@h uang kepada
pihak penerima jaminan sebesar yang diberitahulggada bank, tanpa
meneliti lebih lanjut adanya alasan wanprestasigydikemukakan. Hal

mana tidak menutup kemungkinan bagi hakim atau patater yang

berwenang untuk meneliti lebih lanjut mengenai wasasi tersebut, tetapi
hanya sebatas prosedur pembayaran atas jumlahtglahgdibayarkan oleh
pihak yang dijamin terhadap pihak penerima jamingéstapi bukan

mengenai prosedur dari pihak yang dijamin terhadmbayk”.

Bentuk bank garangin first demandadalah bentuk yang umum digunakan
oleh pihak pemberi jaminan. Singkatnya, bank gasgtek saja memberikan hak
menuntut atau klaim dengan adanya wanprestasipdaak yang dijamin, maka
pihak penerima jaminan tetap mendapatkan pembayaeaupun tagihannya
kemudian ditentang oleh pihak yang dijartfin.

5.2. Pihak — Pihak Dalam Pemberian Fasilitas Baala@si

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa, daletu gpemberian

fasilitas bank garansi setidaknya terdapat tigalpilaitu *2°

123 HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indones{aakarta : Kencana, 2008), hal. 87.
124 Herlien Budionopp.cit, hal.393.
?*Ibid. hal.393.

126 Daeng NajaHukum Kredit dan Bank GarangBandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005),
hal. 158.
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1. Pihak pemberi garansi, dalam hal ini adalah bank ;

2. Pihak yang digaransi, dalam hal ini nasabah baiai;

3. Pihak penerima garansi, dalam hal ini adalah pkediga(bouwheer)

Apabila ketiga hal tersebut diatas lebih dijabarkeandalam hal terjadinya
atau diterbitkannya suatu bank garansi oleh bamicara sederhana dapat
digambarkan sebagai beikut :

Pertama

Seseorang atau suatu badan usaha memperoleh késempatuk
mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh slesmibaga atau instansi
pemerintah atau swasta (bouwheer), baik dengannpé@n langsung
ataupun dengan tender yang dimenangkan olehnyah Satu syarat yang
harus dipenuhi oleh pelaksana kerja tersebut adalahya garansi dari bank

atau perusahaan asuransi tertentu.

Kedua
Seseorang atau badan usaha (pelaksana kerja) uersebngajukan
permohonan bank garansi kepada salah satu bargdafiy@ yang selama ini

terjadi adalah kepada bank yang telah menjadi iktieya).

Ketiga
Setelah melalui proses pemberian kredit, bank setjuk memberikan atau
menerbitkan bank garansi.

Kempat

Oleh karena fasilitas bank garansi ini sewaktu +twdkpat saja diklaim dan
bank harus membayar ganti rugi kepada bouwheera mifkiatkanlah suatu
perjanjian pemberian bank garansi dan pemberianng@moleh nasabah

yang bersangkutan.

Dalam  pemberian  bank garansi, bank bertindak seébaga

penanggung/penjamin akan mengandung resiko, maka ngade
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menerbitkan/mengeluarkan bank garansi, bank akanmimee kontra
garansi/jaminan lawarfcounter guaranteekepada pihak yang dijamin dapat

berupa produk dana perbankan maupun berupa hddgdan lainnya.

5.3. Pertimbangan Bank Dalam Penerbitan Bank GaarsPersyaratan

Permohonan Penerbitannya

Apabila di kemudian hari ternyata pihak yang dijammelakukan

wanprestasi (cidera janji), sedangkan kontra garéidak mencukupi untuk

membayar klaim/tuntutan dari penerima jaminan, nfakasungan antara penjamin
(bank) dengan pihak yang dijamin (nasabah bank)daér menjadi hubungan
utang piutang (kredit) .

Terhadap pemberian bank garansi, secara intermdd badapat mungkin

melakukan analisis terhadap faktor —faktor sebbgakut :

1. Meneliti kredibilitas, bonafiditas damperfomancedari pihak yang
dijamin maupun pihak penerima jaminan .

2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamsehingga dapat
diberikan bank garansi yang sesuai.

3.  Menilai jumlah atau nominal bank garansi yang aldiberikan
menurut kemampuan bank dan Batas Maksimum Pembg&riedit
(karena bank garansi dapat saja berubah menjalitisfa&redit).

4. Meneliti adanya suatu kontrak yang wajar dan dajyaé¢rtanggung
jawabkan mengenai suatu transaksi dan dalam konteaka dengan
jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksdresdisasi
kontrak tersebut oleh nasabah/pemohon bank gadgresiukan suatu
Surat Jaminan Bank (bank garansi).

Sedang mengenai persyaratan permohonan penerbitirghransi adalah :
1. Kontrak Dasar Transaksi antara pihak yang dijarpém(ohon) dengan
pihak yang dijamir{beneficiary).
2. Perjanjian Pemberian Bank Garansi dan Perikatanindamantara

pihak yang menjamifguarantor)dengan pemohofaccount party)
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3. Permohonan Pembukaan Bank Garansi dadount partykepada
gurantor.
4. Jaminan baik berupa produk da(@ash collateral)maupun berupa

fixed asset

5.4. Bank Garansi Dan Jenis — Jenisnya Menurutrifigé®@ Bank

Indonesia

Di dalam pemberian jasa — jasa perbankan kepadabalas bank dapat
memberikan jasa — jasa pemberian bank garansi js@pgan tidak
bertentangan/melanggar dari peraturan perundamglangan termasuk Peraturan
Bank Indonesia. Bahkan, oleh bank pemberian bardngaini sudah merupakan
produk/jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapai&adapata(fee)

Bahwa pemberian bank garansi sudah merupakan histirs dari bank,
dimana bank akan mendapatkan komisi karenanya, skamana dihitung dari
prosetase tertentu dari jumlah yang digaransikad®itJadi bagi bank telah
merupakan salah satu sumber pendapatan.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia R8/88/KEP/DIR
tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret, 18hk garansi berbentuk :

a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oledinkb yang
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihalg yaenerima
garansi apabila pihak yang dijamin cidera janjirfpestasi).

b. Garansi dalam bentuk penanda tanganan kedua danseta atas surat
—surat berharga, seperti aval dan endosemen ddrgjamegres yang
dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bankikppimak yang
dijamin cidera janji (wanprestasi).

c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian yaged sehingga dapat
menimbulkan kewajiban bagi bank.

Untuk jenis bank garansi yang diterbitkan dalam tldenvarkat, maka

setidaknya ada tiga jenis bank garansi yang daatsdring diberikan oleh bank

127 Sertifikat jaminan yang diberikan suatu bank keppenerima jaminan (misal kontraktor
atau pemilik proyak), nilai bank bank garansiyausasama dengan nilai proyek yang dijamin.
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kepada nasabahnya, yaitu ;

a. Bid Bond
Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh banki bagabahnya agar
dapat mengikuti tender/penawaran atas suatu pr@eekk garansi jenis
ini diberikan kepada nasabah bank yang akan memgiknawaran atau
tender untuk pengerjaan suatu proyek yang disyamaddanya suatu
jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh bank.
Terjadinya cidera janji (wanprestasi) apabila pihg&ng dijamin
(nasabah bank) tidak menerima penunjukan untukksafakan proyek,
padahal ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnydalsvheeratau
pihak yang dijamin atau pemberi proyek.

b. Performance Bond
Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank kintmenjamin
kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatyelpratau untuk
menjaminperformancesalah satu pihak dalam suatu transaksi.
Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila pihajamin (nasabah bank)
tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan mutug yeelah
diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalanyglesaiannya.

c. (Advance) Payment Bond
Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank kintmenjamin
pembayaran yang (terlebih dahulu) telah diterimeh gbemohon bank
garansi dari pemilik proyekbouwheer)atau pemberi order, baik dalam
bentuk uang muka, pembayaran termin, maupin kedeor nilai
proyek.
Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila pihakgalijamin (nasabah
bank) tidak melaksanakan kewajibannya untuk metedsan atau
mengerjakan proyek yang telah diberikannya, padah&lah menerima
pembayaran di muka atas proyek tersebutl@arivheeratau pihak yang
dijamin pemberi kerja (proyek).

d. Maintenance Bond

Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank kintmenjamin
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pemeliharaan/perawatan suatu proyek atau untukamemperformance
salah satu pihak dalam suatu transaksi.
e. Bea dan Cukai

Adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank kintmenjamin
transaksi Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukand®
Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor (SPKPB#&)g dimohon
penangguhan pembayarannya.

Menurut ketentuan pelaksanaan dari Surat KeputiBieeksi Bank Indonesia

butir 4.1 dari Surat Edaran Direksi Bank Indonebank garansi merupakan :

"(.....) perjanjian buntut gccessoly yang ditinjau dari segi hukum
merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) yhawr dalam Buku
Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 18&&b Undang
Undang Hukum Perdata dimana bank bertindak selpaganggung”.

Dari isi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesiairoditl tersebut diatas,
jelaslah bahwa Bank Indonesia juga menganggap bgladla dasarnya bank
garansi merupakan perjanjian penanggungan yangy dlatam pasal 1820 KUHP

Perdata .

5.5. Bank Garansi Menurut Ketentuan KUH Perdata

Seperti telah disampaikan sebelumnya, pada dasabak garansi
merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dpéesal 1820 KUH Perdata,
yang menyatakan bahwé

" Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan ssmmang pihak ke tiga,
guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan dititkimemenuhi perikatan
si berutang manakala orang ini sendiri tidak merharya.”

Dari rumusan tersebut, diketahui bahwa suatu pepargan utang meliputi

128 Kitab Undang —Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weth ) diterjemahkan oleh R
Subekti dan R Tjitrosudibio, cet 38 (Jakarta : Ry@dParamita, 2007), ps.1820.
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beberapa unsur, yaittf?

a. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjajamrti sahnya
penanggungan utang tidak terlepas dari sahnyangiarayang diatur
dalam pasal 1320 KUHP.

b. Penanggungan utang melibatkan keberadaan suatg wéeg terlebih
dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utgngy ditanggung
tersebut, maka penanggungan tidak pernah ada.

c. Penanggungan utang semata —mata untuk kepentingalitok, dan
bukan untuk kepentingan debitor.

d. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung nmuabme
kewajibannya kepada kreditor manakala debitor tekatbukti tidak

memenuhi kewajiban atau prestasi atau kewajibannya.

Bahwa penanggungan utang hanya dapat diberikantgikh ada terlebih
dulu suatu utang yang harus dijamin pelunasan g@menuhannya oleh
penanggung. Sejalan dengan hal tersebut, lebihdgelaskan dalam pasal 1821

KUHP, yang menerangkan bahwa :

" Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikptok yang sah.

Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai ggonag untuk suatu
perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalk@mgin suatu tangkisan
yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1821 ayat 1 Keéldak tersebut, dapatlah
dijelaskan bahwa unsur esensia dari penanggungarg widalah bahwa utang
yang ditanggung tersebut haruslah suatu kewajipagstasi atau perikatan yang
sah demi hukum.

Bahwa kewajiban penanggung telah lahir manakalatatelbidera janji
untuk tidak memenuhi kewajibannya, namun demikika piperhatikan lebih

129 Gunawan Widjaja dan Kartini MuljadPenanggungan Utang dan Perikatan Tanggung
Menanggung(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.13

130 Kitab Undang —Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wtk ) diterjemahkan oleh R
Subekti dan R Tjitrosudibio, cet 38 (Jakarta : Ry@dParamita, 2007), ps.1820.
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lanjut ketentuan dalam pasal 1831 KUH Perdata pemngunyi 3

" Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepadeerpiutang, selain
jika si berutang lalai, sedangkan benda —bendamgiténg ini harus lebih
dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Penanggung memiliki hak istimewa, hak istimewa peggang ini membawa
akibat hukum bahwa penanggung tidak diwajibkan kimhelunasi kewajiban
debitor kepada kreditor sebelum bahwa harta kekagabitor yang cidera janji
tersebut (yang ditunjuk oleh penanggung) telahtalisian dijual serta hasil
penjualan harta kekayaan debitor yang telah disisebut tidak mencukupi untuk
memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Dalahyang demikian, berarti
penanggung hanya akan melunasi sisa kewajibanodefang belum dipenuhi
kepada kreditor.

Selanjutnya apabila diperhatikan ketentuan daralp2832 KUH Perdata,

yang secara lengkap berbunyi :

Si penanggung tidak dapat menuntut supaya bendalals berutang lebih

dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya :

a. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untekumtut supaya
benda —benda si berutang lebih dahulu disita daaldi

b. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama —sad@mgan si berutang
utama secara tanggung menanggung; dalam hal mabat alakibat
perikatannya diatur menurut asas- asas yang dikmtapntuk utang —
utang tangung menanggung ;

c. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisag yi@nya mengenai
dirinya sendiri secara pribadi ;

d. jika si berutang berada didalam keadaan pailit ;
e. dalam hal penanggungan yang diperintahkan olehriaki

Kreditor dalam hal ini diberikan hak yang cukupnsieang, yang memungkinkan
kreditor untuk seketika menagih kepada penanggummkumelunasi semua
kewajiban, prestasi atau perikatan debitor tanphu gerlebih dulu menyita dan

131 bid. ps 1831

Universitas Indonesia
Tinjauan perbandingan..., P Adi Kumara, FH Ul, 2010



75

menjual harta kekayaan debitor yang telah cidenfi gtau wanprestasi, yang
ditunjuk oleh penanggung sebagai pelunasan kewsgibhitor kepada kreditd

5.6. Bank Garansi Di Indonesia Dan Proses Pencsjgan

Bank garansi atau garansi bank di Indonesia did&lam KUH Perdata
pasal 1820-1850 dan pelaksanaan teknisnya diatamdaurat Keputusan Direksi
Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata, bank gayamgj dikenal di
Indonesia adalaldependent guarantyyang menyatakan bahwa si penanggung
(guarantor) tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutdoeneficiary)
selain jika si berutangapplicant) lalai, sedangkan aset si berutang harus lebih
dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnyalagjutnya dalam pasal 1821
KUH Perdata dikemukakan bahwa tidak ada penangguiigenjaminan) jika
tidak terdapat suatu perikatan pokok (kontrak dagarg sah.

Kedua pasal dalam KUH Perdata tersebut diatas madkan
ketergantungan antara penjaminan dan perikatankpdkengan perkataan lain
pasal 1821 dan 1831 adalah dasar hukum bagi eksisyadependent guaranty
di Indonesia, sehingga berakhingapendent guarantyni tergantung kontrak
yang dijamin.

Menurut pasal 1820 — 1850 KUH Perdata diatur pemampada umumnya.
Sehingga penjaminan bank secara spesifik tidakpadgaturannya. Akan tetapi
istilah bank garansi atau garansi bank diperkemathkeh Bank Indonesia melalui
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Suradrdtd Bank Indonesia,
khususnya yang mengatur bank garansi.

Penerapandependent guarantyperbeda dengan penerapardependent
guaranty Padadependent guarantypembayaran bank garansi adalah merupakan
secondary obligationdari bank penerbit sebagguarantor Sedangkan pada
independent guarantypembayaranStandby L/Cadalah merupakamrimary

obligationdari bank penerbit.

132 Gunawan Widjaja dan Kartini MuljadPenanggungan Utang dan PErikatan Tanggung
Menanggung(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.26
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Kiranya adalah suatu kekeliruan jika dalam pralgédrbankan Indonesia
dalam suatu bank garansi terkandung secara bersamaardependent guaranty
dan independent guarantyBank garansi yang demikian dapat menjadi masalah
hukum, antara lain adalah berkenaan dengan pemekéwajiban pembayaran.

Padadependent guaranfypencairan dilakukan berdasarkan prinsipnary
obligation dan secondary obligatiordari dari bank penerbit sebaggiarantor,
artinya :

a. Secara aktual yag melakukan kewajiban pembayaralataguarantor

dan

b. Secara hukum kewajibadependent guarantynerupakan kewajiban

pihak yang dijamirfaccount party)

c. Account party memikul primary obligation sedang guarantor

menanggungecondary obligatiott®
Sehingga berdasarkan pasal 1821 dan pasal 1831Rdddthta, pembayaran bank
garansi ini didasarkan padatual default

Sedangkan padandependent guarantypembayararStandby L/Cadalah
merupakarprimary obligationdari bank penerbit, artinya kewajibardependent
guarantyselalu merupakan kewajibgmarantordan bukan kewajiban pihak yang
dijamin (account party)serta kewajiban pembayaran kepdmneficiary juga
merupakan kewajiban guarantor bukan applicant Oleh karena itu
pembayarannya cukup berdasarkan aement of default

Bank garansi sebagaimana diatur dalam KUH Perda@ppakan bank
garansi sebagaiependent guarantypukanindependent guarantyPasal 1821 dan
pasal 1831 KUH Perdata telah jelas menyatakan &dbhan bank garansi sebagai
dependent guaranty

Dalam pasal 1831 KUH Perdata ditentukan bahgumrantor berhak
meminta agar aset pihak yang dijamin harus terlel@hulu disita dan dijual
untuk melunasi utang pihak yang dijamin. Pengatuyamg demikian ini

menyatakan bahwa antara bank garansi sebagai kqgrgrgaminan dan kontrak

133 Dalam prakteknya sering terjadi barter kewajibammaaccount partydanguarantor,
hal ini dalam KUH Perdata dikenal dengan istiladlepaskan hak istimewanya.
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dasar merupakan dua kontrak saling terkait, dimkemarak penjaminan bersifat
ikutan terhadap kontrak dasar . Artinya keberadd&amtrak penjaminan
bergantung pada keberadaan kontrak dasar.

Selanjutnya dalam pasal 1821 KUH Perdata ditentldaiwa keberadaan
kontrak penjaminan bergantung pada keabsahan kowtasar. Artinya jika
kontrak dasar tidak sah, maka kontrak penjaminamadebatal demi hukum.

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam KUH Perildéak mengenal
independent guarantysehingga pengaturan terpisah antara kontrak ipémga
dan kontrak dasar yang merupakan karakteristik lpalewi independent guaranty
tidak dikenal dalam KUH Perdata.

Alat penjaminan berup&id Bond, Performance Bond, Advance Payment
Bond, Retention Money Borthn Maintenance Bondadalah bentuk - bentuk
penjaminarindependent guarantyBank garansi yang dikenal di Indonesia tidak
memiliki bentuk —bentuk khusus seperti halngdependent guarantyersebut.
Dengan demikian suatu kekeliruan untuk menyatakdwh suatu bank garansi
yang diterbitkan sebag&id Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond,
Retention Money Bondan Maintenance Bondnerupakan bank garansi yang
bersifat independent. Dalam KUH Perdata, Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tidakgeraal bank garansi dalam
bentuk tersebut.

Bila dilihat dari sudut pandang hukum, merupakaatisihal yang tidak tepat
untuk menggunakan suatu istilah baku yang telalendik dan diakui secara
internasional, karena istilah baku tersebut mengagdpemahaman (hukum)
tersendiri.

Dalam rangka pelaksanaan bank garansi, sebagaithate dalam pasal
1820 — 1850 KUH Perdata, Bank Indonesia melaluiaS#reputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tentang Pembeftaransi Oleh Bank
dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKUhaériPemberian Garansi
oleh Bank, mengatur syarat — syarat minimal petetbbank garansi, yaitu
sebagai berikut :

— Judul "Garansi Bank” atau "Bank Garansi”.
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Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalamsbaasing, maka
dibawah judul dalam bahasa asing yang dikehendakelbut diberi
judul dalam kurung Bank Garansi atau Garansi Bank

Nama dan alamat bank penerbit.

Tanggal penerbitan bank garansi.

Transaksi antara pihak yang dijamin dengan pengamaan.

Jumlah uang yang dijamin bank penerbit.

Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.

Mengingat bank garansi merupakdapendent guarantynaka jangka
waktunya akan berakhir selain karena berakhirnygamen pokok,
juga karena berakhirnya bank garansi sebagaimaetapkan dalam
bank garansi yang bersangkutan.

Penegasan batas waktu pengajuan klaim.

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragamadakerya dengan
jelas mencantumkan dalam bank garansi bahwa klapatddiajukan
segera setelah timbul wanprestasi dengan batasi\wekgajuan terakhir
sekurang —kurangnya empat belas hari dan selamababaktnya tiga
puluh hari setelah berakhirnya bank garansi tetsebu

Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhigerdn dengan
terlebih dahulu menyita dan menjual benda- bendbesitang untuk
melunasi utangnya sesuai dengan pasal 1831 KUHaRerdctau
pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hiakeisanya untuk
menuntut agar benda —benda si berutang lebih datisilia dan dijual
untuk melunasi utang —utangnya sesuai dengan p83aIKUH Perdata.
Sehingga berarti dalam hal dipilih ketentuan pd$82 KUH Perdata,
maka bank wajib membayar bank garansi yang bersdéagksegera
setelah timbul cidera janji (wanprestasi) akan mayab setiap saat dan
menerima tuntutan pemenuhan kewajifeaim).

Agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menergagansi dapat
mengetahui dengan jelas ketentuan pasal 1831 8@ KUH Perdata
yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan meamgéan dan
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mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam baafargi yang
bersangkutan.

Dengan memperhatikan syarat —syarat minimal tetselatas, maka
jelaslah bahwa bank garansi yang dimaksud adddgtendent guarantyDalam
persyaratan minimal tersebut tidak dibuka peluangtuku memasukkan
karakteristik dari sebualindependent guarantyerhadap bank garansi yang

diterbitkan oleh perbankan Indonesia.

5.7. Klaim Dan Jatuh Tempo Bank Garansi

Dalam hal pihak yang dijamin oleh bank melakukampvastasi, akan
timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank damakibat harus dicairkannya
bank garansi oleh bank penerbit bank garansi sedakjamin. Dalam kasus ini,
apabila terjadi klaim terhadap bank garansi yatahtditerbitkan, maka :

a. Klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukbh pihak
pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melepihgka waktu
sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surdét dgaransi, yakni
empat belas hari atau tiga puluh hari sejak beraihibank garansi*>*

b. Klaim bank garansi tersebut dianggap sah apabikukhn oleh
pemegang/ penerima bank garansi dengan menyerah@egdat asli,
bilyet atau sertifikat bank garansi dan tidak rb#le jangka waktu
sesuai dengan klausula yang tercantum dalam walkbtet atau
sertifikat bank garansi.

c. Bank menghubungi nasabah pemohon bank garansi untuk
memberitahukan dan menyelesaikan kewajibannyatetiaslinya klaim
tersebut.

Tanggal mulai dan berakhirnya (jatuh tempo) suaaunkbgaransi selalu

tercantum dalam warkat, bilyet atau sertifikat bayakansi yang bersangkutan.

Dengan demikian, bank garansi akan berakhir apabila

134 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/UKU tenfaegerbitan Garansi oleh Bank
tanggal 18 Maret 1991.
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a. Batas tanggal berakhirnya bank garansi telah medantpnpa ada klaim

sampai dengan batas yang ditetapkan dalam banksgara

b. Berakhirnya/selesainya perjanjian pokok, yakni ggran/kontrak yang

dijamin oleh bank garansi.

c. Dikembalikan bank garansi aslinya.

d. Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tgrpafepasan hak

klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Sedang apabila tidak terjadi klaim dalam batas wgkhg ditentukan, maka
asli warkat, bilyet, atau sertifikat bank garanang telah jatuh tempo dan telah
lewat tanggal batas waktu klaim agar diusahakawkudikembalikan kepada
bank penerbit bank garansi untuk mencegah penyalahan bank garansi oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab, meskipun secaradis keharusan
pengembalian warkat, bilyet atau sertifikat bankagai tidaklah merupakan
syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi .

5.8. Kelemahan Bank Garansi

Pengaturan sebagaimana terdapat dalam pasal 18BilR€data tersebut
menyatakan bahwa bank penerbit selgkiarantor berhak untuk meminta agar
aset pihak yang dijamin harus terlebih dahulu aidan dijual. Pengaturan seperti
itu mencerminkan bahwa bank garansi dan kontrairdasrupakan dua hal yang
saling terkait, keberadaan bank garansi bersifataik @ccessoiy terhadap
kontrak dasar.

Karena keberadaan bank garansi bergantung padeakiele kontrak dasar,
maka apabila kontrak dasarnya terbukti tidak sakanmank garansi yang telah
diterbitkan oleh bank juga tidak sah. Hal ini safaldengan pasal 1821 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa tiada penanggungantiflak ada suatu
perikatan pokok yang sah. Hal senada juga termaknd Surat Edaran Bank
Indonesia No0.23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991 yangnerangkan bahwa
bank garansi merupakan perjanjian ikutan/bunétcéssoiy yang ditinjau dari
segi hukum merupakan perjanjian penanggungang{och) yang diatur dalam
Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pas8&l0 Kitab Undang
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Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak selpsgainggung. Akibatnya,
pencairan bank garansi akan dilakukan dalam halkpyang dijamin wanprestasi
dan wanprestasi itu sendiripun harus dibuktikan.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata, dikatakan bahwa :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan sunag¢rintah atau dengan
sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai,ua@emi perikatannya
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si bengaakan harus dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Supaya ada kewajiban ganti kerugian bagi pihak yhjagin (si berutang),
undang —undang menetukan bahwa pihak yang dijarmmshterlebih dahulu
dinyatakan berada dalam keadaan [5faiPernyataan lalai merupakan upaya
hukum untuk sampai pada satu keadaan bahwa pimakdjmmin wanprestas?®

Dalam kaitannya dengan pasal 1238 KUH Perdatal ykatam hal pihak
yang dijamin wanprestasi, maka pihak penjamin megan diri untuk
memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada piyakg menerima jaminan.
Kewajiban pihak penjamin adalahsecondary obligatiorsedangkan kewajiban
pihak yang dijamin adalgbrimary obligation

Bank garansi sebagai perjanjian ikutan/burdat€ssoiy atau disebut juga
sebagaiaccessory guarantealisebut demikian karena jaminan tersebut melekat
terhadap kontrak dasar atau transaksi dasar yaagidnya. Sebagaccessory
guaranty yang diciptakan dari hukum nasionahccessory guarantyjuga
dinamakanconditional guaranteenerupakan jaminan yang bukan sebagai janji
pembayaran langsung tetapi sebagai jaminan untukgamebil alih dan
membebaskan kewajiban pihak lainnya dalam haldewanprestasi.

Dalam accesssory guarantgihak yang mengajukan klaim pada umumnya
harus membuktikan fakta hutang pihak yang dijaman dumlahnya, dan

penjaminan dapat mernggunakan segala macam samggeg tersedia terhadap

135 |ihat, Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, PA24B.

13 Mariam Darus Badrulzamark.U.H. Perdata Buku Il : Hukum Perikatan dengan
Penjelasan(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1983), hal.24.
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pihak yang dijamin tersebut. Pembuktian fakta hgitadalah berupa pengajuan
dokumen seperti putusan hakim atau penetapan péngadtuk kepentingan
penerima, surat keterangan dari pihak ketiga yastgah(bank) bahwa hutang
telah jatuh tempo untuk dibayarkan kepada peneratey semata —mata surat
pernyataan dari penerima bahwa pihak lain telahpvemtasi. Akibatnya bank
kadang —kadang terikat dalam sengketa yang timdnukdntrak dasar.

6. Aspek Hukum Standby Letter Of Credit Dan Bank Garansi Dalam
Transaksi Perbankan
6.1. KeberlakuanUniform Customs And Practice For Documentary Cedit

(UCP) Terhadap Produk Hukum Nasional Apabila TerjRdrtentangan

Dalam Pelaksanagstandby Letter of Credit

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 Tentang $&lalan Ekspor, Impor
dan Lalu Lintas Devisa (L.N.R.I Tahun 1982 No. 1L.N.R.I No. 3210)
merupakan dasar hukum L/C termas8tandby L/Cdi Indonesia. Ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 188 secara rinci mengatur
Standby L/C belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalaktelpra
perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagamntkein Standby L/C sejak
tahun 1970-an, maka Bank Indonesia mendukung keaanapraktik tersebut.
Bank Indonesia mendukung UCP dijadikan sebagankeda Standby L/CBank
Indonesia melihat bahwa rasa aman terciptaStieendby L/Gunduk pada UCP.

Namun demikian, UCP tidak memiliki kekuatan hukunengikat force
law). UCP bukan produk legislatif. UCP juga bukan plochukum yudikatif.
UCP merupakan kompilasi kebiasan dan praktek iagomal mengendstandby
L/C. Tetapi UCP diberlakukan secara sukarela. Sehidggat dikatakan bahwa
UCP merupakan hukum kebiasaan yang berlaku setaraasional.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULNygah 17 Desember
1993 mengatur bahw@tandby L/Cyang diterbitkan bank devisa (bank umum)
boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesizarse yuridis formal
memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonetik menentukan sikap.

Isi surat Edaran Bank Indonesia tersebut dilatéaka@gi status UCP yang
bukan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatakum mengikat. Jika
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Bank Indonesia dalam Surat Edaran dimaksud sedaspli®t mengharuskan
Standby L/Cyang diterbitkan bank umum tunduk pada UCP, imalie Bank
Indonesia menjadikan UCP bagian dari hukum nasidaalmempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Bank Indonesia tidak menghendaki hal ini. Namun iiem, secara implisit
Bank Indonesia mendukung ag&tandby L/Cyang diterbitkan bank umum
tunduk pada UCP. Sikap ini pada satu sisi memcdwamirrasa percaya Bank
Indonesia pada UCP sebagai satu satunya keteStaemiby L/Cyang berlaku
internasional, tetapi pada sisi lain Bank Indoaasienghindari UCP berstatus
sebagai bagian hukum nasional Indonesia demi Béitas penerbitarStandby
L/C yang mungkin saja penerbitannya ke negara terteggperti RRC) tidak
memerlukan penundukan pada UCP.

Selanjutnya dalam h&tandby L/Angin tunduk pada UCP, maka agar UCP
mempunyai kekuatan hukum mengikat agtanbdby L/Cbank penerbit harus
melakukan suatu tindakan yaitu mencantumkan suatisl dalamStandby L/C
yang menyatakan bahv&tandby L/Cunduk pada UCP. Lebih lengkapnya dapat
termuat dalam Artikel 1 UCP 600 yang mengatakan :

"The Uniform Customs and Practice for Documentaryedits, 2007
Revision, ICC Publication No.600 ("UCP”) are rulethat apply to any
documentary credit ("credit”) (including, to the &nt to wich they may be
applicable, any standby letter of credit) when teet of the credit expressly
indicates that it is subject to these rules. They linding on all parties
there to unless expressly modified or excludedbeyctedit”.

Apabila diterjemahkan secara bebas Artikel 1 UCB 6fsebut, kurang

lebih adalah sebagai berikut :

"The Uniform Customs and Practice for Documentargdils Revisi 2007,
ICC Publikasi ICC No0.600 ("UCP”) adalah seperangkatentuan yang
berlaku terhadap setiagocumentary credit("kredit”) (termasuk, hingga
perluasan terhadap mana UCP boleh berlaku, setteyolby letter of credit
bila teks kredit mengindikasikan secara tegas bakredit tunduk pada
UCP ini. UCP mengikat kepada semua pihak kecuahgde tegas
dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh kredit.”.
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UCP bukanlah satu satunya sumber hukstandby L/C. Sumber hukum
lainnya yaitu hukum kebiasaan internasional, putysengadilan dan peraturan
perundang undangan. Pengadilan sering menggunakdh Kdrena keberadaan
UCP telah diterima secara internasional. Akan tetpprlu diketahui bahwa
pencantuman klausul tunduk pada UCP daktamdby L/Goukan berarti larangan
bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum lainrgland menyelesaikan
kasusStandby L/C

Standby L/Qpada dasarnya tunduk pada UCP. UCP menjadi pilitgaam
untuk Standby L/CAkan tetapi, walaupustandby L/Ctunduk pada UCP, UCP
bukanlah satu- satunya hukum vyang berlaku unftiandby L/C yang
bersangkutan. Pengadilan atau lembaga arbitrasat dayg@nerapan hukum
nasionalnya, walaupurStandby L/Ctunduk pada UCP. Dalam hal terjadi
pertentangan hukum antara UCP dan hukum nasioealerpangan demikian
tidak diatur pemecahannya dalam UCP, dan UCP tidgdat mengesampingkan
hukum nasional. Pertentangan hukum tersebut pafui) jika diselesaikan oleh
pengadilan.

Penentuan hukum nasional sebagai hukum yang bedtasStandby L/C
didasarkan pada prinsip —prinsip hukum perdatanagonal. Untuk menetukan
hukum nasional yang berlaku terhadsiandby L/Cdalam hal tidak ada pilihan
hukum selain UCP dapat didasarkan pada teori midaikprestasi yang paling
karakteristik the most characteristic connection thepdari Sudargo Gautama,
yang mengatakan :

"Dengan adanya kriteria prestasi yang paling kamdtik, maka akan
diperoleh lebih banyak kepastian hukum daripadaniksalnya dipakai teori
—teori lama seperti tempat di mana perjanjian dilfluex Loci Contractus

atau tempat di mana perjanjian dilaksanakasx (Loci Solutionik.... ”.

Seperti halnya dengan L/C, bdadtandby L/Guga secara hukum memiliki
prinsip independensi terhadap kontrak dasar daeteidpadap kontrak penerbitan
Standby L/C. Selain itu pencairarStandby L/C didasarkan pada prinsip
keterikatan pada dokumen. Sehingga keberhasilarerkasilan pelaksanaan

Standby L/Gsangat tergantung pada penerapan kedua prinsip ini
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Kemudian, Artikel 4 UCP 600 mengatakan sebagakberi

" A credit by its nature is separate transaction frdma sale or other contract
on which it may be based. Banks are in no way aone&h or bound by
such contract ..".

(Kredit menurut sifatnya merupakan transaksi yaggpisah dari kontrak
penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasadik Bank — bank sama
sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kdnseperti itu ... ).

Selain itu, realisasi pembayardgtandby L/Chanya berkaitan dengan
pemenuhan dokumen dokumen yang dipersyaratkan d&sandby L/C
Sepanjang dokumen tersebut telah dipenuhi olehripeaemaka bank penerbit
atau kuasanya berkewajiban untuk membayar k&endby L/Gtu.

Berkenaan dengan hal pemenuhan dokumen —dokumendyaersyaratkan
tersebut diatas, Artikel 5 UCP 600 mengatakan sstsagikut :

"Banks deal with documents and not with goods, sesvor performance to

which the document may relate

(Bank — bank berurusan dengan dokumen — dokumentidak dengan
barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana doktdn&nmen tersebut
mungkin berkaitan).

Artikel 5 UCP 600 ini merupakan landasan ketente&sistensi prinsip
keterikatan pada dokumen dalam trans&tandby L/CArtikel ini dengan jelas
menyatakan bahwa dalam transagtandby L/Cbank hanya berurusan dengan
dokumen -dokumen. Tanggung jawab bank adalah &sb&anya pada
pelaksanaan penelitian atas dokumen — dokumen diapgan penerima kepada
bank.

Penelitian atas dokumen —dokumen dilakukan untukemieikan kesesuaian
dokumen —dokumen dimaksud baik secara fisik mawguiostansi dengan syarat
dan kondisiStandby L/C Dalam hal terdapat kesesuaian maka bank melakukan
pembayararstandby L/Cnamun dalam hal terdapat ketidak sesuaian makia ba
boleh menolak untuk melakukan pembayaran.

Dalam hal terjadi penipuan dalam transaks&andby L/C maka Pengadilan
dapat menggunakan hukum nasionalnya yang dilatakdmegi pada kenyataan
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bahwa tidak semua aspek huk@tandby L/Cdiatur dalam UCP. Hal ini berarti
pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnyaJ@dh secara bersamaan
dalam menyelesaikan kas8tandby L/C karena pengadilan tentunya juga dapat
menggunakan kebiasaan internasioh#l. Dengan demikian dalam hal terjadi
penipuan dalam transakStandby L/C maka Standby L/Cyang bersangkutan
dapat dimintakan pembatalannya atau tidak dilaksamdalam arti bank penerbit
tidak melakukan pembayaraétandby L/Cmeskipun dokumen —dokumen yang
diajukan sesuai persyaratan datandby L/Gersebut.

Dalam hubungan ini penipuan biasanya berkaitan atfengokumen —
dokumen. Dokumen —dokumen tersebut mungkin palau &tak benar jika
dihubungkan dnegan barang — barang yang diwaleélh @lokumen — dokumen
tersebut, akan tetapi dokumen —dokumen yang dindakskihatan benar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Emmy Pangarikebih menekankan
dokumen —dokumeistandby L/Cdari segi persyaratan formal dan persyaratan
material. Dikatakan bahwa bank berkewajiban mersarigpakah dokumen —
dokumen yang diajukan telah memenuhi formalitagyysesuai dengan syarat —
syaratStandby L/C

Keberatan yang dapat diajukan oleh bank penerbiigeteai dokumen —
dokumen haruslah mengenai bentuk dokumen yang miepenglihatannya saja,
apakah sesuai atau tidak dengan persyaratan Stanklby L/CDengan demikian
bank tidak berkewajiban untuk memeriksa persyarataterial dari dokumen —
dokumen dan tidak bertanggung jawab atas ketidsikas@n dokumen —dokumen
yang disertakan berdasarkan penglihatan dengaméedre material dokumen —
dokumen tersebut.

Berkenaan dengan persyaratan material ini, ArBdeUCP 600 mengatakan

bahwa :

137 Kebanyakan sengketa — sengk&mndby L/Cdiselesaikan oleh para pihak diluar
campur tangan pengadilan. Penyelesaian yang demdilakukan oleh para pihak karena ada
indikasi bahwa penyelesaian sengk8tandby L/C melalui pengadilan relative memakan waktu
dan biaya yang relative besar dibandingkan dengaygbesaian sengketa diluar campur tangan
pengadilan. Penyelesaian diluar campur tangan pdagadilakukan dengan cara korespondensi
antara para pihak yang bersengketa . Jika senpketelative susah diselesaikan, para pihak
bertemu langsung untuk membicarakannya atau demgaggunakan jasa konsultan hukum untuk
menyelesaikannya.
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"A bank assumes no liability or responsibility fahe form, sufficieny,
accuracy, genuineness, falsification or legal dffeicany document, or for
the general and/or particular conditions stipulated a document or
superimposed thereon ; nor does it assume anylityalr responsibility for
the description, quantity, weight, quality, conalitj packing, delivery, value
or existence of the goods, services or other perémce represented by any
document, or for the good faith or acts or omissiosolvency, performance
or standing of consignor, the carrier, the forwardthe consignee or the
insurer of the goods or any other person.”

Artikel 34 UCP 600 tersebut diatas, apabila ditegekan secara bebas

berarti :

Bank tidak memikul kewajiban atau tanggung jawalasatbentuk,
kecukupan, ketepatan, keaslian, kepalsuan, atdaatakiukum dari setiap
dokume, atau atas kondisi umum atau khusus yarentdkan dalam
dokumen atau ditambahkan padanya; bank pun tidakiikaé setiap
kewajiban atau tanggung jawab atas uraian, kuantibeerat, kualitas,
kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau kebaradbarang, jasa atau
pelaksanaan lain yang diwakili oleh setiap dokunsau atas itikad baik
atau tindakan — tindakan oleh setiap dokumen, atas itikad baik atau
tindakan - tindakan atau kelalaian, solvensi, kmnetau bonafiditas dari
consignor, pengangkut, forwarder, consignee ataur@m barang atau orang
lainnya.

Artikel tersebut diatas membebaskan bank dari kbamjatau tanggung
jawab, antara lain atas terjadinya penipuan dalamséksiStandby L/C Dalam
hal ini bank tidak berkewajiban atau bertanggunepja atas terjadinya penipuan
sepanjang bank tidak mengetahui atau tidak ditheritgtas terjadinya penipuan
tersebut® Akan tetapi bank berkewajiban atau bertanggungafawntuk
menolak pembayaraBtandby L/Cjika bank mengetahui atau diberitahu atas

terjadinya penipuan dalam transag&ndby L/C

138 Apabila tanggung jawab material suatu dokumen jdigebankan kepada bank, maka
hal tersebut dapat menimbulkan problema yang dagesigganggu pelaksana&tandby L/Ctu
sendiri. Demi kelancaran pelaksangstandby L/C maka bank dibebaskan dari kewajiban atau
tanggung jawab berkenaan dengan materi aturan daigkeal 34 UCP 600.
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6.2. Penyelesaian Dan Persyaratan Penc&tandby Letter of Credidalam Hal
Terjadi Klaim
Sebagaiindependent guarantypencairanStandby L/Cdapat terlaksana

dengan relatif mudah. Pencairannya dilakukan atasiepuhan dokumen —
dokumen yang dipersyaratkan dala8tandby L/Citu sendiri. Sepanjang
beneficiarymengajukan kepada bank penerbit sebggarantor, semua dokumen
yang dipersyaratkan tidak terdapat penyimpangararaetisik dan substansi
dokumen maka bank penerbit wajib membayar n8tandby L/Ctersebut.
Mengingat dasar pembayar&tandby L/Cadalah terjadinya wanprestasi atas
transaksi dasar yang dijamin, maka dalam penc&tandby L/Juga diperlukan
dokumen yang menyatakan terjadinya wanprestaseldets Dokumen yang
memuat pernyataan wanprestasi ini dibuat ob=meficiary kecuali dalam
Standby L/Cliatur lain, misalnya dibuat oleh pihak ketiga.

Bank penerbit dalam pelaksanaan pencastamdby L/Ctidak bertanggung
jawab atas kebenaran transaksi yang dinyatakamdakasing —masing dokumen.
Hal ini karena sebagandependent guarantystandby L/Cadalah kontrak yang
terpisah dari kontrak dasar yang memuat pengattrearsaksi dasar. Dengan
perkataan lain,Standby L/C adalah jaminan perbankan internasional yang
independentlari kontrak dasar.

Selain itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelammelaksanaan
Standby L/C hanya didasarkan pada pemenuhan dokumednkumen yang
dipersyaratkan padatandby L/Gtu sendiri. Para pihak dalaBtandby L/Chanya
berurusan dengan dokumen (prinsip keterikatan mhdaimen) yang berlaku
secara universal. Prinsipdependensdan keterikatan pada dokumen adalah dua
prinsip yang secara hukum dan pengaturan dapadit@s satu terhadap lainnya,
dalam praktek keduanya merupakan satu kesatuan.

Sesuai ketentuanStandby L/C akan dicairkan sepanjangeneficiary
mengajukan dokumen yang menyatakan bahlapplicant wanprestasi atas
pelaksanaan kontrak dasar (transaski dasar) ygamidi denganStandby L/C
tersebut terlepas dari pelaksanaan kontrak dasarssektual. Selain dokumen
yang menyatakan wanprestasiatement of defagltsudah pastbeneficiaryjuga
harus menyerahkan dokumen — dokumen lainnya yamgntdi dalamStandby
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L/C.

Standby L/C adalah jaminan pembayaran dari bank penerbit lepad
beneficiary Realisasi pembayaran hanya akan dilakukan oletk lpenerbit
kepadabeneficiaryketika beneficiary meminta pembayaran dengan mekaga
dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang dijamimpvestasi tatement of
defaul) dilengkapi dengan dokumen lainnya bila disyanatitalamStandby L/C

Standby L/C diterbitkan oleh bank penerbit di suatu negaraalep
beneficiarydinegara lainnya. Namun demikian, tidak ada laaangecara hukum
atau praktek untuk menggunak&tandby L/Cjuga dalam transaksi bisnis
domestik. Standby L/C adalah kontrak bilateral antara bank penerbit dan
beneficiary Kewajiban pembayaran dari bank pernerbit adatabkukeuntungan
beneficiary atau pihak lain yang ditunjuk olebeneficiary Dalam hal bank
penerbit menunjuk bank laim@minated bankuntuk melakukan pembayaran
Standby L/C maka bank yang ditunjuk ini melakukan pembayakapada
beneficiarysesuai dengan instruksi bank penerbit dasamdby L/C. Bank yang
ditunjuk ini merupakan agen bagi bank penerbit.a§abagen, maka bank yang
ditunjuk harus melaksanakan instruksi bank penediiagaimana seharusnya.

Bank yang ditunjuk sebagai agen sama artinya debgak yang ditunjuk
sebagai penerima kuasa yang melaksanakan kuasa desgan yang diberikan
oleh bank penerbit selaku pemberi kuasa. Bila pe@ekuasa menyimpangi
kuasa yang diberikan kepadanya dan mengakibatkabulnya kerugian bagi
pemberi kuasa, maka penerima kuasa wajib membaydr ggi kepada pemberi
kuasa yang besarnya ditetapkan oleh pemberi k&dama bank yang ditunjuk
sebagai penerima kuasa melaksanakan kuasanya sebagaseharusnya, maka
terhadap pembayaran yang dilakukan oleh bank yduagjuk kepada beneficiary
akan diganti sepenuhnya oleh bank penerbit selakbpri kuasa.

Sesuai dengan sifatnyatandby L/Cmerupakanndependent guarantgian
jugadocumentary guarantgertairrevocable guarantyDengan demikian, prinsip
independensdan prinsip keterikatan pada dokumen berlakukuBtandby L/C
Standby L/Cadalah alat penjaminan yang hanya dapat dibatadtan diubah

dengan persetujuarbeneficiary Ini berarti, bank penerbit tidak dapat
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membatalkan atau mengub&tandby L/Ctanpa persetujuabeneficiary Sifat
irrevocability ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepaelaeficiaryakan
kewajiban pembayaran dari bank penerbit kepaeiaeficiary ketika applicant
wanprestasi. Jaminan bank harus merupakan jamasth p

Sesuai prinsip independensitandby L/C merupakan kontrak yang
independen. Standby L/C adalah kontrak yang berdiri sendiri. Dalam
pelaksanaannyaStandby L/Cadalah terpisah dari kontrak dasamderlying
contrac) dan kontrak penerbitaStandby L/C(issuance contrayt Pelaksanaan
Standby L/Chanya didasarkan pada ketentustandby L/Ctanpa diintervensi
dengan pelaksanaan kontrak dasar atau kontrak kptmerStandby L/C
PembayararStandby L/Chanya didasarkan pada permintaan pembayaran oleh
beneficiaryyang dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratikdemStandby
L/C. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dasarketdtak penerbitan
Standby L/Gidak boleh mempengaruhi pelaksan&tendby L/C

Sesuai dengan prinsip keterikatan pada dokumeakssmhaarstandby L/C
hanya didasarkan pada pengajuan dokumen yang yhpatisan dalanStandby
L/C. Sepanjang dokumen yang diserahkan telah memgaubyaratarStandby
L/C, bank penerbit harus membay@tandby L/C Ukuran untuk menentukan
terjadinya pemenuhan syarat adalah ukuran yangtdiken dalam UCP 600 (jika
Standby L/Ctunduk pada UCP 600). Dari sudut bisnis, ukuramgydigunakan
adalah ukuran UCP, sementara dari sudut pandangrhukuran yang digunakan
adalah ukuran hukur@tandby L/C

Dalam pencairanStandby L/C satu dokumen yang harus ada adalah
dokumen yang menyatakan bahwa telah terjadi watgsiepada pelaksanaan
kewajiban pihak yang dijamin. Keberadaan dokumemnia bersifat kasuistik
dalam arti disesuaikan dalam kebutuhan transakgapgnan.Standby L/Ctidak
dapat dimintakan pembayarannya oldteneficiary jika beneficiary tidak
mengajukan dokumen yang menyatakan bahwa pihak ydjagnin telah
wanprestasi. Keberadaan dokumen yang demikian enupakan suatu keharusan
karena Standby L/C hanya dapat dicairkan jika terdapat wanprestaas at

pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin. Kebemdaanprestasi tersebut
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harus dinyatakan secara eksplisit dalam dokumerkumen dimaksud dapat
merupakan dokumen tersendiri atau menyatu dalamundelR permintaan

pencairanStandby L/C TerhadapStandby L/Cklaim pembayaran diserahkan
kepada bank penerbit sebelum atau tanggal jatupa@&tandby L/CAtas dasar

UCP 600, klaim yang diajukan setelah tanggal ja¢émhpo akan ditolak oleh bank
penerbit.

Wanprestasapplicant berarti timbulnya kewajiban bank penerbit. Artinya
wanprestasiapplicant menciptakan kewajiban pembayaran dari bank penerbi
Eksistensi kebenaran pernyataan ini adalah mengbadavaStandby L/Chanya
merupakan instrumen penjaminan bukan instrumen ggarhn sebgaimana
halnya L/C. Sebagai instrumen penjaminan, realisasya akan dilaksanakan jika
pihak yang dijamin tidak melaksanakan kewajibarsglaagaimana seharusnya.

Ketika timbul wanprestasi pada pelaksanaan kewajdgaplicant maka
timbul kewajiban pembayaran bagi bank penerbit. &#an pembayaran ini
bersifatprimary, artinya ketikabeneficiarymencairkanStandby L/C maka bank
penerbit berkewajiban segera membayar sepanjaaf) wipenuhi persyaratan
Standby L/C. Bank penerbit tidak boleh mengaitkan pembaya&tandby L/C
dengan pemenuhan kewajibapplicant kepada bank penerbit. Sesuai prinsip
independensi, pelaksanaan kewajiban bank penedatala terpisah dengan
pelaksanaan kewajibaapplicant Akibatnya, bank penerbit wajib membayar
kepadabenficiaryterlepas darapplicanttelah atau belum melakukan pembayaran
kembali kepada bank penerbit. Bank penerbit jugaktiakan meneliti keabsahan
formal pelaksanaa®tandby L/C bank penerbit tidak memiliki tanggung jawab
sejauh ini.

Selain itu dalam transakS§itandby L/C beneficiarytidak berhak meminta
pembayaran Standby L/C langsung kepadaapplicant sebagai pihak yang
wanprestasi. BerdasarkeBtandby L/C, applicanbebas dari kewajiban untuk
melakukan pembayaran kepabaneficiary Ketiadaan hakbeneficiary untuk
mendapatkan pembayaran langsung @dgplicant adalah sebagai konsekuansi
dari aplikasi prinsip independensi dalam transa&sindby L/C Berdasarkan

prinsip independensi ini, maka kewajiban pembayatas Standby L/Cadalah
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selalu merupakan kewajiban bank penerbit.

Dalam halbeneficiarytelah mengetahui bahvegpplicantwanprestasi dalam
pelaksanaan kewajibannya berdasarkan kontrak ddsaneficiary boleh
mencairkanStandby L/Ckepada bank penerbiBeneficiaryberhak mencairkan
Standby L/Csegera dengan memperhatikan batas waktu pengdgkamen atau
batas waktu berlakuny&tandby L/C Standby L/Cyang dicairkan setelah
berakhirnya batas waktu pengajuan dokumen atau bertakunyaStandby L/C
adalah penyimpangan, sehingga bank penerbit bolemolak permintaan
pencairan yang demikian itu kepaaneficiary

Secara hukum, daya berlal@tandby L/Cmenjadi batal demi hukum bila
telah melampaui masa berlakuny&andby L/Ctidak lagi memiliki nilai uang
setelah terlampaui masa berlakunya. Secara prifsmk penerbit berhak

menolak pembayarg®tandby L/Gyang telah jatuh tempo.

6.3. Penyelesaian Dan Persyaratan Pencairan Bank Gdbatesn Hal Terjadi

Klaim

Berbeda dengaBtandby L/Cbank garansi pada dasarnya digunakan untuk
transaksi bisnis domestik. Bank garansi adaependent guarantyKeberadaan
bank garansi bergantung pada keberadaan kontrak #asvajiban bank penerbit
untuk membayar bank garansi didasarkan padaal defaultdari applicant
dalam pelaksanaan kontrak dasar. Bank garansi tjdgk memiliki ketentuan
internasional seperti UCP 500, UCP 600 atau ISFB88k garansi diatur dalam
hukum nasional, karena bank garansi adalah prodoiestik.

Bank garansi diatur dalam Kitab Undang — undangudulPerdata pasal
1820 — 1856° dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor
23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang PetembGaransi Oleh Bank
ditambah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/Wdgal 18 Maret 1991
tentang Penerbitan Garansi oleh Bank.

Saat pelaksanaan pembayaran klaim bank garansitukten oleh bank

139 Bank garansi menurut KUH Perdata dikenal sebaggampjian pertanggungan, yaitu
bank bertindak sebagai penjamin dalam hal pemotenprestasi
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untuk menggunakan pasal 1831 atau 1832 KUH Perdafsagai dasar
pembayarannya. Apabila bank garansi ditentukan gemakan pasal 1831 KUH
Perdata, maka bank sebagai penanggung hanya akarenuiei kewajibanya
(membayar klaim) atas klaim yang diajukan ohemeficiaryapabila bank telah
memperoleh hasil penyitaan dan penjualan barangrany pihak yang dijamin
(applican) untuk membayar pihak penerima jaminaer(eficiary, dalam hal ini
bank terposisi dalansecondary obligation Sedang resiko hukum berkaitan
dengan proses penyitaan tersebut, terutama daleseglitigasinya adalah bahwa
penyitaan dan penjualan barang —barang pihak yajagnid tersebut dapat
memberikan dampak kerugian yang tidak terduga lkepadk Pengaturan dalam
pasal 1831 KUH Perdata ini menyatakan bahwa banlerpé& selalu penjamin
(guaranton berhak untuk meminta agar aset pihak yang dijanairus terlebih
dahulu disita dan dijual. Pengaturan seperti imoeeminkan bahwa bank garansi
dan kontrak dasarufderlying contragt merupakan dua kontrak yang saling
terkait, keberadaan bank garansi bersifat ikutamatiap kontrak dasar tersebut.
Sehingga bila kontrak dasar tersebut terbukti tidak, maka bank garansinya
juga tidak sah. Hal ini sejalan dengan pasal 182HHKerdata yang menyatakan
bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatuatankpokok yang sah.

Sedangkan bila bank menggunakan pasal 1832 KUHaRes#bagai dasar
untuk pembayaran klaim apabila pihak yang dijamapp(ican) wanprestasi
maka bank sebagai penanggung akan segera/ sekmtikbayar setiap saat untuk
memenuhi kewajibannya (membayar klaim) tanpa megumgsil klaim balasan,
karena dalam hal ini bank terposisi dalprmary obligation

Pencairan bank garansi dapat dilakukan setelah im@nlerima klaim secara
tertulis dari penerima bank garansi (pihak yangrdin) yang menyatakan bahwa
pihak yang dijamingpplican) tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi)
terhadap perjanjian yang telah dibu¥f Sedangkan pelepasan agunan bank

garansi dilakukan apabila masa klaim telah beradir asli warkat bank garansi

140 Mengenai keadaan lalai (wanprestasi), pasal 1288 Kerdata menyatakan bahwa
pihak yang berutang adalah lalai apabila ia dersgaat perintah atau dengan sebuah akta sejenis
itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanegadiri, ialah jika ini menetapkan bahwa pihak
yang berutang akan harus dianggap lalai dengartigeavaktu yang ditentukan.
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telah diterima kembali oleh bank.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia, No. 23/i8Q@1 ditetapkan
maksimal pengajuan klaim bank garansi adalah 8@ ¢puluh hari) kalender
sejak berakhirnya bank garansi, akan tetapi bamlerpé diberikan opsi untuk
memilih sekurang —kurangnya 14 (empat belas ham) sklambat lambatnya 30
(tigapuluh hari) setelah berakhirnya bank garanBada umumnya bank yang
memilih 14 (empat belas hari) hari kalender karebéh menguntungkan, dengan
pertimbangan bahwa waktu yang diberikan kepaeteeficiaryuntuk mengajukan
klaim kepada bank lebih pendek Dengan demikiamrklaank garansi yang
diajukan setelah tanggal jatuh tempo akan ditolak bank penerbit.

7. Perbandingan Standby Letter Of Credit Dengan Bank Garansi Dalam
Transaksi Perbankan
7.1 Persamaan :

a. Merupakan jaminan atas terjadinyan performancéwanprestasi) pada
kontrak dasar (perikatan pokok) yang dijamin.

b. Apabila tidak terjadi wanprestasi, batandby L/Cmaupun bank
garansi tidak dapat dicairkan.

c. Persyaratan klaim keduanya berdasarkan dokumenkuntmn yang
dipersyaratkan dalam penjaminan tersebut.

7.2 Perbedaan:

a. Standby L/Cmerupakan produk internasional (UCP atau ISP)arsgd
bank garansi merupakan produk nasional (KUH PerdataPeraturan
Bank Indonesia).

b. EksistensiStandby L/Cterlepas dari kontrak dasar, sedang dalam bank
garansi tergantung pada kontrak dasar (prinsiptkasontrak).

c. Prinsip pencairan Standby L/C berdasarkan primary obligation
sedangkan dalam bank garansi berdasanamary obligation dan
secondary obligation

d. Proses pencairaStandby L/Cberdasarkana atas pengajuan dokumen
yang menyatakan telah terjadi wanprestasatément of defagltatas
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pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin disertzkuchen lainnya

yang dipersyaratkan dalam penjaminan . Sedang psgcairan bank

garansi dilakukan atas dasar pengajuan dokumen gaargbuktikan
telah terjadi wanprestasadtual default atas pelaksanaan kewajiban
pihak yang dijamin disertai dokumen lainnya yangedsyaratkan dalam
penjaminannya.

Dalam penerbitatandby L/Cbank mengenakan biaya :

1. komisi sebesar 3% dari nil&@tandby L/Cyang diterbitkan bank,
dengan ketentuan sekurang — kurangnya sebesar GRpO0D,-
(Seratus Ribu Rupiah)

2. biaya administrasi minimal sebesar Rp. 300.000ga Ratus Ribu
Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (gtatuRupiah)

3. biaya SWIFT/teleks sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Rupiah)

Sedang dalam penerbitan bank garansi, bank mengeakya :

1. komisi sebesar antara 1% s/d 3% dari nilai bankargar yang
diterbitkan bank, dengan ketentuan sekurang — kg sebesar
Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

2. biaya administrasi minimal sebesar Rp. 300.000ga Ratus Ribu
Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (gBatuRupiah)

Dalam hal terjadi klainStandby L/Qtidak berlaku untuk bank garansi),

bank mengenakan biaya :

1. on collection sebesar 0,125% nilgtandby L/Cyang diterbitkan
bank atau minimal sebesar USD 35 (Tiga Puluh LimealleD
Amerika Serikat)

2. pengiriman dokumen sebesar USD 25 (Dua Puluh Linodlab
Amerika Serikat)

Universitas Indonesia
Tinjauan perbandingan..., P Adi Kumara, FH Ul, 2010



